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BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11 PEKALONGAN

a.

bahwa dalam rangka tertib penvelenggaraan pe-
merintahan dan terwjudnyva keterpaduan. keserasian
serta keberhasilan pembangunan di Daerah. dipan-
dang PEI‘II..I untuk mengkoordinasikan perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, pengawasan dan pembinaan
kegiatan instansi vertikal dalam penvelencgaraan
pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Pekalonagan ;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 aact (29
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kesiatan Instansi Vertikal di Daerah.
Bupati Kepala Daerah Tingkat I Pekalongan ber-
kewajiban menetapkan Petunjuk Umum Pelaksanaan
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan.

bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat [I1 Peka-
longan.

Undang-undang Nomor §5 Tahun [¢74 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah :

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah dan Pembentukan Dati 11 Batang dengan
mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950. ten-
tang Pembentukan ~Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, tentang Perubahan
Ratas Wilavah Kotamadia Dati 11 Pekalonean. Kabu-
paten Dati Il Pekalongan dan Kabupaten Dati [I1
Batang

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1983 tentane
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daecrah
Keputusan Presiden Nomor 27 Tabhun 1980 tentang
Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
Keputusan Presideny Nomor 31 Frahun=: (D83  tentang
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Peraturan Menleri Dalam Negegi Nomor 9 Tahun 5 2
tentang DPedoman Penyusunan\i Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan di Daerah :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun
1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan
Wilayah



9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah ;

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Susunan Organisasi dan Tataker ja Sekretariat
Wilavah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1[I dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingakt II Pekalongan.

MEMUTUSI KAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11 PEKALONGAN

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KOORDINASI KEGIATAN
INSTANST VERTIKAL DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT 11 PEKALONGAN.

Pasal 1

Petunjuk Umum Pelaksanan Koordinasi Kegiatan Instan-
si Vertikal di Wilavah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Pekalongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini.

Pasal 2

Masing-masing Instansi Vertikal, Dinas Daerah dan
Instansi Daerah lainnya di Kabupaten Daerah Tingkat
11 Pekalongan berkewajiban melaksanakan Keputusan
ini dengan rasa tanggungjawab dan melaporkan pelaksa
naannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat 11
Pekalongan. &

Pasai 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PEKALONGAN.
Pada tanggal : 2 UM (993

ﬂUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT T1
: A NJ£7/

KAIRUL AINI, HS.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Voo b WK =

e e e el
HLNO=O-

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

Ketua dan Anggota Muspida Tingkat 11 Pekalongan :

Pembantu Gubernur untuk Wilayah Pekalongan ;

Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ;
Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Dati I1I Pekalongan ;
Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Pekalongan ;

Para Pimpinan Badan Staf Kabupaten Dati II Pekalongan

Para Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Dati I1 Pekalongan
Para Kepala Dinas Daerah Kabupaten Dati I1 Pekalongan ;
Para Kepala Unit Pelaksana Wilayah Kabupaten Dati II Pekl.
Para Kepala Unit Pelaksana Daerah Kabupaten Dati Pekl. ;
Para Camat se Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan ;
para Kepala Bagian pada Setwilda Kabupaten Dati Il Pekl. ;
Fer- - g rnl




I.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
Tingkat I1 Pekalongan.
Nomor :
Tanggal

UMUM.

Dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi vaitu se-
bagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan
urusan otonomi Daerah dan bertanggungjawab sepenuhnya
tentang jalannya Pemerintahan Daerah, serta fungsi se-
bagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di
Daerah.

Kepala Wilayah dalam semua tingkat sebagai wakil Pemerin-
tah Pusat adalah Penguasa Tunggal di bidang Pemerintahan,
kecuali di bidang pertahanan dan keamanan, bidang per-
adilan, bidang luar negeri dan bidang moneter dalam arti
mencetak uang dan sebagainya.

Kepala Wilavah berkewajiban untuk memimpin penyelengga-
raan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyara-
kat dalam segala bidang. Oleh karena itu Kepala Wilayah
sebagai Penguasa Tunggal adalah Administrator Pemerin-
tahan, Administrator Pembangunan dan Administrator Kema-
syarakatan.

Kepala Wilayah yang dimaksud dalam petunjuk ini adalah
Bupati dan Camat.

Urusan-urusan yvang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
dan masing-masing Instansi Vertikal sangat erat hubungan-
nya satu sama lain, maka untuk mencapai dayaguna dan
hasilguna yang sebesar-besarnya penyelenggaraan urusan-
urusan itu perlu dikoordinasikan sebaik-baiknya oleh
Kepala Wilayvah.

Dalam melaksanakan tugasnya Instansi-instansi Vertikal
berada di bawah koordinasi Kepala Wilayah sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

Dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Instansi Verti-
kal dan urusan-urusan vang diselenggarakan oleh Peme
rintah Daerah, kebijaksanaan Kepala Wilavah harus memper-
hatikan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsultasi dan atau koordinasi antagy Kepala Instansi
Vertikal dan antara Kepala Instansi Vertikal dengan Kepa-
la Dinas Daerah dan Instansi Daerah Lainya, sebagaimana
disebut pasal 11 angka 1 huruf c Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 1988, di Kabupaten Pekalongan antara lain
diselenggarakan melalui Rapat Koordinasi Pembangunan
(Rakorbang), Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional
Pembangunan (Rakor POP), Rapat Koordinasi Pengawasan
(Rakor Was), Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pendaya-
gunaan Aparalur Negara paerah ( Rakor FK PANDA ), Rapat
Koor dinasi Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri ( Rakor
Ekuin ) Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
(Rakor Kesra) dan Rapat-rapat Koordinasi lainnya yang
lebih bersifat tehnis.

Dalam Keputusan ini dimaksud dengan "program” adalnh hal-
hal yang menyangkut pembangunan, sedangkan "kegiatan"
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adalah hal-hal yvang menvangkut penvelenggaraan pemerinta-
han dan kemasyarakatan (rutin).

MAKSUD DAN TUJUAN.

Petunjuk ini dimaksud untuk memantapkan pengaturan
tentang penyelenggaraan koordinasi kegiatan semua I[nstansi
vertikal dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah
dan Instansi Daerah lainnya di Kabupaten Daerah Tingkat 11
Pekalongan, yang bertujuan untuk
1. Mendudukan fungsi dan wewenang Kepala Wilayah sesuai

dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5§ Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Terciptanya tertib penvelenggaraan pemerintahan dan
terwujudnya keterpaduan. keserasian serta keberhasilan
urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan

PETUNJUK PELAKSANAAN KOORDINAST.

A. KOORDINASI PERENCANAAN.

1. Para Kepala Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Pekalongan wajib menyampaikan renca-
na program/rencana kegiatan instansinya, yang merupa-
kan penjabaran dari rencana program/kegiatan instansi
atasannya kepada Kepala Wilayah sebagai bahan penyu-
sunan rencana program/kegiatan jangka panjang, jangka
menengah ( 5 tahunan ) dan jangka pendek ( tahunan ).

2. Rencana program/kegiatan sebagaimana dimaksud butir 1
oleh Instansi Vertikal dibahas bersama dan atau di-
koordinasikan dengan Instansi Vertikal lainnya, Dinas
Daerah dan Instansi Daerah lainnya, guna mewujudkan
keterpaduan, keselarasan dan keserasian antara rencana
Pusat dan rencana Daerah, baik secara sendiri-sendiri
maupun dalam forum kordinasi yang diselenggarakan oleh
Kepala Wilayah.

3. Rencana program/kegiatan yang telah dikoordinasikan
oleh Kepala Wilayah disampaikan kepada Pejabat vang
berwenang dengan tembusan kepada Pgjabat Atasan In-
stansi Vertikal yvang bersangkutan.

4, Kepala Instansi Vertikal wajib menyampaikan rencana
program/kegiatan yang telah dikoordinasikan sebagaima-
na dimaksud butir 3 kepada atasan langsungnya untuk
mendapatkan persetujuan pada tingkat koordinasi selan-
jutnya, dengan tembusan kepada Kepala Wilayvah.

5. Rencana program/kegiatan Instansi Vertikal vang menda-
patkan persetujuan dari pejabat atasannya afau pejabat
yvang berwenang, sebelum dilaksanakan olch masing-
masing Instansi Vertikal vang bersangkutan perlu
mendapatkan petunjuk ( operasional ) dari Kepala
Wilayah.

B. KOORDINASI PELAKSANAAN.
1. Kepala Instansi Vertikal wajib melaporkan rencana pe-
laksanaan program/kegiatan di bidang tugasnya kepada
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan.

2. Laporan Kepala Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud
butir 1, merupakan bahan bagi Kepala Wilayah untuk
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IV

4., Kepala Instansi Vertikal, Kepala Dinas Daerah dan
Pimpinan Instansi Daerah lainnya wajib mengkoordinasi
kan pelaksanaan pengawasan melekat di Instansinya
masing-masing.

5. Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, dan Aparal
Penegak Hukum ( Kejaksaan ) vang ada di Daerah dalam
menangani kasus yang diduga mengandung  unsur tindak
pidana khusus, wajib saling mengadakan Kkerja sama
konsultatif dan kordinatif dengan sebaik-baiknva
sesuai dengan ketentuvan yang berlaku.

6. Kepala Instansi Vertikal, Kepala Dinas Daerah dan
Pimpinan Instansi Daerah lainnya wajib menyampaikan
laporan atau tembusan laporan mengenai tindak lanjut
atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawasan
Fungsional Pemerintah dan penanganan surat pengaduan
vang diterimanva, kepada Kepala Wilayah.

KOORDINAST PEMBINAAN.
1. PENGANGKATAN/PEMINDAHAN.

a. Setiap pengangkatan Kepala Instansi Vertikal oleh
Pimpinan Instansi yang bersangkutan. wajib dikon-
sultasikan terlebih dahulu untuk mendapatkan per-
timbangan dari Kepala Wilayah dengan mengacu pada
kewenangan yang ada dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kepala Wilavah dapat mengusulkan kepada Pejabat
Atasan Kepala Instansi Vertikal, tentang hal-hal
vang berkenaan dengan pemindahan Kepala Instansi
Vertikal di Wilayahnya dengan mempertimbangkan
alasan-alasan obyektif yang cukup jelas,.

c. Kepala Wilayah memberikan bahan pertimbangan pe-
nilaian dalam rangka pemberian konduite Kepala
Instansi Vertikal di Wilayahnya kepada Pecjabat
Atasan Instansi Vertikal yang bersangkutan.

2. PELANTIKAN.

a. Sebelum memangku jabatan, Kepala Instansi Vertikal
disemua tingkat dilantik terlebih dahulu oleh
Kepala Wilayvah Kabupaten serta mengangkat sumpah
atau mengucapkan janji sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

b. Ketentuan tersebut huruf a berlaku juga bagi peng-
angkatan para pimpinan BUMN di Daerah.

HUBUNGAN ANTARA KEPALA INSTANSIT VERTIKAL DENGAN KEPALA

DINAS DAERAH DAN PIMPINAN INSTANSI DAERAHN.

Kepala Instansi Vertikal, Kepala Dinas Daerah dan
Pimpinan Instansi Daerah lainnya wajib menjalin hubungan
ker jasama secara terpadu dan serasi dalam rangka kelan-
caran, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah.

S AN K-8 L e

Kepala Wialyah dapat mengusulkan tindakan adminis-
tratif kepada Pejabat Atasan Kepala Instansi Vertikal vang
lalai dan tidak mengindahkan Petunjuk ini sesuai dengan
ketentuan vang berlaku.
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VI.

KETENTUAN LAIN-LAIN.

Semua ketentuan vang dikeluvarkan oleh Bupati Kepala
Daerah Tingkat 1T Pekalongan sepanjang mengenai pelaksa-
naan koordinasi dan berlentangan dengan Keputusan ini
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

E.JPATI KEPALA DAERAH TING% 1

P x AL()NZ:AN

KATRUL AINI, HS.
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DEPARTEIMEN DALAM NEGERI
RLPUBLLL INDONESIA

{ CPUTUSAN MENTERI DALAL HEGERI

HOIAOR 115 TARHUNK 1981

TEWRTANG

FEDOMAN ORGANIEASE DAN TATAKERY -

FEMERINTAR KELURAHAN

Dipetbanyak oleh -

Biro Oiganisasi dan Talulaksana
Sekretarial Vilayah 7 Caerah Tinghat |
Jawa Tengah
1941 /1992




Aenimbang

LAc ﬁgii'l(_‘l al

MENTERI DALAM HEGLHI
REPUBLIK INDONKESIA

KEPUTUSAN IACNTERI DALAM HNEGERI
HOMOR : 1156 TAHUN 1991

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKCERJA PEMERINTAH QELURAHAN

MENTERI DALAM NEGERI, J

- bahwa dalam ranghka upaya peningkalan kelancaran penyelenggaraan pemerintohan,

pelaksanaan pembangunan dan peningkalan mulu pelayanan Lepada masyarakal
schagai pelalisanaan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1872 fenlang Pemerintahan Desa
gerla penyempurnaan Kepulusan Menter Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 lentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tnlnkér]a Pemerintah Kelurahan, perlu menelapkan
Kepituean Menteri Dalam Negeri lentang Pedoman Organisasi dan T alakcerja Pemerintah
IKelutahan

- 1. Undang - uodang Homor 5 Tahun 1974 lentang Pokok - polkok Pemerintahan di

Dacrah (Lembaran Negara Repeblilk Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Wegara Republik Indonesia Nomor 3037 ),

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 lenlang Pemerintahan Desa ( Lembaran
© Negara Republik Indonesia Tehon 1979 Nomor o, Tambahan Lembaran Wegara
Republik Indonesia Notor 3139 ) ;

3 Peraturan Pemernnlah Republik  Indencsia Nomor 55 Tahun 1980 tentang
Penganghalan Kepala Kelurahan dan Perangkal Helarahan Menjadi Pegawai Neger,
( Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1280 Nomor t4, Tamhahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3187 ) .

4.  Peraluran Pemerintah Republiic  Indonesia Homor 6 Tahun 1988 lenlang
Koordinasi tegiatan Instansi Verlikal di Daerah ( Lembaran Heagara Republik
Indancsia Tahun 1988 Romor 10, Tambahan | embaran Negara Republik Indonesia
tlomor 3373); :

5 Peraluran Menteri Dalam  Negeri Nomor 2 Tahun 1900 fentang Pedoman
Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Cenghapusan Kelurahan

G Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1881 tentang Pembentukan Dusun
dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan |

7. Petaliants un al iy
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Pasal 2

Kelurahan mempunyai lugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pem-
bangunan dan kemasyarakalan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan
umum dan urusan pemerintahan Dacrah di wilayahnya.

Pasal 3

Untuk. menyelenggarakan lugas lersebul pada pacal 2, Kelurahan mempunyai fungsi
a melalkukan koordinasi tethadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelakeanasan
pembangunan dan pembinaan kemasyalahalan | =

b. melakukan lugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakalan yang
menjadi tanggung jawabnya |

c.  melpkukan usaha dalam ranghka peningkalan partisipasi dan swadaya golong royong
masyarahal ;

d. melakukan kegiatan dalam  rangha  pembinaan kelenteraman dan kelediban
wilayah ;

e.  melalukan fungsi- lungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kolurahan,
BAB il
ORGANISASI
Pasal 4

(1) Otganiczsi Pemerintah Kelurahan disusun berdazsarkan Pola Minimal dan Pola
thaksimal.

(2) Pola Organisasi sebagaimana lerschul pada ayal (1) ditenlukan berdasarkan beban
ketja Kelurahan yang bersangkulan.
Balan Perlama
Susunan Organisasl Pemetintah Kelurahan

Pola KMinlmal

Pasal §

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan pola Minimal  cedint dari
a. Kepala Kelurahan ;

b Sckrelarial Kelurahan, terdiri dari 3 (liga) Urusan |

: : €. Lingkungan ............

-— .
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(1)

(2)

a.

K.

a.

Pasal 9

Sekrelarial Kelurahan lerdiri dari
a. Urusan Pemerintahan ;
b. Urusan Pembangunan ;

¢. Urusan Umum.

Masing - masing Urusan dipimpin cleh seorang Kepala Urusan

e

Pasal 1#®

Urusan Pemerintahan mempunyai lugas

mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintzhan,
Letenteraman dan kelertiban |

menguimpulkan bahan cllalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakal ;
melakukan pelayanan kepada masyarakal di bidang pemeriniahan, ketenteraman
dan kelertiban ; ; '

membanlu tugas - tugas di bidang pemungulan Pajak Bumi dan Bangunan (PEB);
membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;

membanly pelaksanaan lugas - lugas di bidang keagrarizan sesual dencan
peraluran perundang - undangan yang berlaku ;

rmelakukan pembinaan kelenteraman dan kelerdiban masyarakal ;
mermbanly penyelenggaraan kegialan adminictrasi pertahanan sipil ;

membanty  pelaksanaan  pengawasan terhadzp penyaluran banlvan  kepada
masyarakal serla melakukan kegizlan pengamanan akibal bencana alam dan
bencana lainnya

membantu  dan  mengusahakan  kegiatan  yang berkailan dengan  pembinaan
Leruhunan warga |

mengumpullan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerinlahan, kelenle-
raman dan kelertiban.

Pasal 17
Urusan Pembangunan mempunyai lugas

mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi dala di bt .ang perekonomian,
pembangunan dan kescejahteraan rakyal |

. melakukan ...
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i melabukan vrusan talausaha Kelurahan

g mengumpulkan bahan dan n.onyusun laporan Pemerintah Kelurahan.
Paragral 2
Lingkungen

Pasal 14

(1) Linglungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilzyah korja
lerentu, yang dalam pelaksanaan lugasnya berada dibawah dan bcnwnngung jawab
kepada Kepala Kelurahan.

(2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 1g

Lingkungan mempunyai lugas membaniu melakeanakan lugas - lugas opera-
sional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan kelenluon yang
bersku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan lugas tersebul pada pas sal 1A, Lingkungan mempunyai
luras

a.  membanlu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalarn wilayah kerjanya

b. melakukan pembiraan dalam rangka meningkatkan swadaya dan golong royeng
masyarakal |

c. melakukan kegiatan  penerangan  lenlang  program Pemerintah  kepada
masyarakal |

d. membanlu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan meaghkoordinasikan Legialan
RT/RW di wilayah kerjanya ;

e. melakukan lugas —iu:_;ns lain yang diberikan oleh Kepala Felurahan.
Paragral 3 ‘
Kclom_pok Jabatan Fungslonal
Pasal 17 -

Kelompok Jabatan Fungsional mernpunyai tugas melaksanal.an sebagaian tugas
dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebuluhan,



Pasal 1%

(1) Keiompok Jabalan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 16, lerdiri dari
cejumlah tenaga dalam jenjang jabalan fungsional yang lerbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang Leehliannya.

(2) Sciiap kelompok tersebul pada ayal (1) dipimpin oleh seorang lenaga fungsional
senior yang dilunjuk oleh Kepala Kelurahan,

(3) Jumizh jabalan fungsional fersebut pada ayal (1), ditentukan berdasarkan
kebuluhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabalan flungeional lersebul pada ayat (1), dialur sesuai dengan
peraluran perundang - undangan yang berleku.

Baglan Ke Dua
Susunan Organisast Pemerintah kelurahan

Pola Maksimal

Pasal 14

(1) Swusunan Organisasi Pemeriniah Kelurahan Pola Maksimal terdii darl ©
a_ Kepala Kelutalian |
b. Sekretarial Felurahan, terdiri dari 5 (laa) Urosan g
c. Lingkunjan, selanyak - banyaknya 5 (irna) Lingkungan |
d. Kelompok Jabalan Fungsional.

(z) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola laksimal sebagaimana
tersebul dalam Lampiran I Fegaluran ini.

Paragral 1

Sekretarlal Kelurahan
Pasal 1»

‘edudukan, tugas dan fungsi Sekrelarial Kelurahan sama dengan kedudukan,
tugas dan lungsi Sekretarial Kelurahan pada organisasi Pemerintah Kelurahan Pola
Minimal scbagaimana tersebut pada Pasal . dan . Perotuzan ini.

L . 9



-

(1)

(2)

© a0 o w

—

a

Pasal 2%

Sekrelarial Kelurahan lerdiri dari :

Ulusan Pemcrintahan ;

Urusan Kelenleraman dan Keleriban

Urusan Pembangunan ; -

Urusan Késeiah!eraan Rakyat ;

L. T e

Urusan Umum.

IMasing - masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 2%

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas
mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan |
mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakal |
melakukan pelayanan kepada masyarakal ;
membantu tugas - tugas di bidang pemungulan Pajak Bumi dan Bangunan (FBB) ;
membaniu pelaksanaand an pengawasan Pemilihan Umum ( PCMILUY) ;

membantu pelaksanaan lugas - tugas di bidang keagrariaan sesuai detgan
peraluran perundang - undangan yang berlaku ;

mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemeriniahan.

Pasal 23

Urusan Kelenlraman dan kelerliban mempunyai tugas

mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi dala di bidr g kelenteramizn dan
fetertiben *

mlakukan pembinaan kelenleraman dan kelediban masyarakal ;
melakukan pelayanan masyarakal di bidang kelenteraman dan kelertiban ;
membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil ;

membaniu  pelaksanaan  pengawasan  lerthadap  penyaluran banluan  kepada
mesyarakal serla melakukan kegialan pengamanan akiba! bencana alam dan
bencana lainnya ;

membaniu  dan  mengusahakan kegialan yang berkailan dengan pembinaan
kerub.unan warga.

mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang lelenleraman dan
ketertiban,



h.

Pasal 2}

Urucan Pembangunan mempunyai tugas

mengumpulkan, mencalah dan mengevalyasi diéla di bidang perekonomian dan
pembangunan ;

melakukan kegiatan pembinaan lerthadap perkoperasian, pengusaha exonomi lemah
dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningvatkan kehidupan
pcrcykonc‘:mian masyarakal ;

melakukan pelayanan kepada masyatakal di bidang perckonomian dan pemba-
ngunan.

melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan parlisipasi
mns.ymal.aldalam meningkatkan perekonomian don pelaksanaan pembangunan ;

membanty pembinaan koordinasi pelaksanzan pembangu’ N cerfa menjaga dan
memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan |

melakulan administrasi pe.rr;kunomim'a dan pembangunan di Kelurahan |
membantu, tmembina dan menyiapkan pahan - bahan dalam ranghka musyzwaral.
Lembaga Ketahanan Masyarakal Desa;

mengumpu'kan bahan dan menyusun lzporan i bidang perekonomian dan
pembangunan. : E

pPasal 29

Uruean Kescjahleraan Rakyal mempunyai fugas
melakukan pelayanan kepada masyarakal di bidang kesejahteraan rakyal .
melakukan pembinaan dalam bidang keagarmaan, keschalan, keluarga berencana
dan pendidikan masyarakal |
membantu mengumpulkan ‘dan menyalurkan dana’banluan terhadap hkorban
pencana alam dan bencana lainnya | 5 ;

membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahleraan Keluarga
(PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatlan lainnya |

membina kegialan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah |
membanty pelaksanaan pemungulin dana Palang tAerah indonesia (PM1)}

mengumpuikan Lahan dan menyusun lapotan di Lidang kesejahleraan rakyal.

Panalllll s i



s I

Fesal 20
Tuges Urusan Umum same dengan luges Urusan Umum pada crganisasi
Femerinteh Kelurghan Pola Minimal cebagaimana lersebul pada Pasal 12 Keputusan
ini.
Paragal 2
Lingkungan
Pasal 21

Fedudukan, lugas dan fungsi Lingkunoan samz dengan kedudukan, jugas dan
fungei Linghungan pada Organisasi Pemerintah Kelurehan vola Minimal sebagaimana
lersebul pada Pasal 13, 14 dan 15 Kepulusan ini.

Paregral 3
Kelompok Jabatan M'ungclonal
Pasz| 20

etenivan kelompok Jabalan Fungsional sama denjan kelenluan Kelompok
Jebelan Fungeinnal peda Crganisasi Pemerinizh Kelurahan Fola Minimal sel.sgaimana
terschbul pada Pesal 16 dan 17 Kepulusan inl.

BAB T
TRTA KERJA
Pasal 29

Dalar melakaanakan tugasnya, kepela Kelurghan, Sekrelaris Kelurahan, Kepela
Lingkungan dan Kepala Urusan melaksanakan hoordinasi  atlas segala  kegiatan
pomenintahan di Kelurahan.

Pasal 2p
Seliap pimpinan talvan organicasi culem linghungan Pemerinlah  Kelurahan
berkewajban mclakeanakan pengawasan mizlehal (WASKAT),
Pasal 3!

Seliap pimpinan saluan organicasi dalam linplungan Pemerintah  Kelurahan
berznggoung jawab memimpin dan menghkoordinasikan bawahannya serla memberikan
timbingan dan pelunjuk - petunjuk bagi pelaksznaan lugas masing - masing.

BPasalk. i
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PEMERINTAH KELURAHAN

( POLA KAKSI"™*AL)

KELURAHAN

KEPALA

KELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL

RESE S——— R—

|

LINGKUNGAN

| SEKRETARIAT
O D
1 URUSAN .
| PEMERINTAHAN
i URUSAN
e KET-NTERAMA

| DAN KETERTIE

! URUSAN

bned

| PEMBANG'INAN
URUSAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

URUSAN

UMUM

Nomaf . 115 Tangn 1937
Tanggal 16 Desember 1931
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SAMIBUTAN
BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT 11 PERALONGAN
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DAFRRAH TTINGKAT II
?EKALONGAN DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
;i : j KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 PEKALONGAN
PADA HARI : KAMTS, TANGGAL 9 SEPTEMBER 1993.
Assai]nmu':-\lnil:nm.Wr.wh.
=« - Saudara Ketun,pnra Wakil Ketua dan para Anggota Dewan

Perwalkilan Rakyval Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat

Pekalongan vang sava hormali)

- Saudara Unsur Muspida alau vang mewakili, Saudara Sekwilda,
. Ketua Bappeda, Kepala Iltwil Kabupalen Pekalongan, Kepala
; BP7, Kepala Dinas/ KanbLor/ Bagian, para Pembantu Bupati dan

Camat se-Kabupaten Daerah Tingkat [T1 Pekalongan yang saya

hormati;

_ Saudara Pimpinan Partai Politik dan Golongan Karya yang saya
= hormati.
'

Hadirin sckalian vang berhahagia,

Sehagani insan yang beriman dan tagqwa kepada Tubhan Yang Maha
Esa~ marilah Ikita hersama sama untuk tinada henti-hentinya
memanjatkan puii svukur kehadirnt-=Nya, karena atas ridha dan
perkenan-Nya kita dapal berlLemun kembali pada rvapat paripurna
Dewan Perwakilan Rakval Dae rah  Kabupalen Daerah Teupgkal= 41
Pekalongan dalam rangka penelapan 1{empal.)  Raperda menjadi
Peraturan Daerah.

Pada kesempatan vang herhahagia ini saya menyampaikan terima
kasih dan penghargaan yang gaelinggi-Lingginya kepada Dewan yang
terhormat , yvang telah menyelenggarakan Rapat Paripurna maupun
rapat-rapat komisi bersama ckeskutif untuk membahas Rancangan
Peraturan Daerah yang telah sava sampaikan pada tanggal 4 Agustus

’ 1993 yang lalu, dan kami menvadari  bahwa Raperda-raperdna  yang
= disampaikan tersebnot masih terdapat: kekurangan, sehingga perln

diadakan pembnhasan yang lebih coermat demi sempurnanya Rancangan

Peraturan Daerah tersebul.

f\]}):';illlidlll_i]].'lil ke-empal Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat

dibahas dengan baik, ccrmal dan Leliti dalam rapalt-rapat Gabungan

Fow



Kﬁmisi B.EyD dan E pada tanggal 23 gnmpﬁi dengan 28 Agustus 1993
gsrta dalam Komisi A pada tanggal 31 Agustus, . 2, ¥-dei '8
deptember 1993.

Dengan demilcian Raperda-raperda yang telah selesai pembahasannya
dkan menghasilkan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yansg segsuai
&engan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

! Dewan vang sayva hormal i,

: Pada kesempalan vang berbahagia ini dengan telah
ditetapkannya 4(empat) Raperda menijadi Peraturan Daerah vang akan

disahkan oleh Pejabal vang berwenang , saya memandang perlu untuk

" memberilkan beberapa penjelasan.

1. Peraturan Daecrah Kabupal.en Dati TIT Pekalongan tentang
Kebersihan, Keindahan dan Kelertiban Umum.
Peraturan Daerah ini adalah merupakan Peraturan Daerah baru
sebagai pengganti pPeraturan Daerah lama yang gudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, baik persyaratan
formil maupun materiil karena dengan semalkin meningkatnya

usnha pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan keltertiban

: umum di Wilayah Kabupaten Dati 1T Pekalongan, dimana nanti

hasilnya diharapkan untuk dapat dinikmati bersama oleh
segenap lapisan masyvarakalt pada snat sekarang ini maka dalam
usaha meningkathkan pelayanan kepada masyarakat dan
peningkatan pendapatan daerah guna menjaga keseimbangan
keuangan daerah aucdah selayaknya apabila Pemerintah Daerah
menghendaki adanva partisipasi dqri masyaralkat dengan
mengadakan pungulbtan Retribusi Kebersihan.
Adapun dalam pelaksanaannya nanti secara bertahap sesuai
dengan ltemampuan jandkauan pelayanan (penyediaan bnk sampah
dan armada penganglon! aampah)  dari padn aparat kebersihan
yang alan divji cohakan  terlebih dahulu  pada wilayah
perkotaan, untuk itu diharapkan kepada Anggota Dewnan selaku
wnkil rakyal ikul mnnthnr!nnskan Perda ini kepada
masyarakal luas.
Seguai dengan himbauan dalam rapal Dewan perlunya dibentuk
5 Instansi yang menangani masalah kehersihan, maka kami telah
mengusul kan dibentuknya Dinas Kobharsihan dan Pertamanan vang

sedang dimintakan persetujuannya kepadn Menteri Dalam

Negeri. .
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Peraturan Darrah Kabupaten Dati 11 Pekalongan tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tihngkat 11
Pekalongan,

Dalam ranglka uvpaya penindgkatan derajat kesehatan masyarakat
khususnva di Daerah Kabupaten Dati 1T Pekalongan, maka
derngan telah diserahkannya pengelolaan sarana dan prasarana
air bersih di Kabupaten Dati II Pekalongan dari Menteri
Pekerjaan Umum kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengah vang sekaligus dileruskan kepada Bupati Kepala Daerah

5

Tingkat 11 Pekalongan sesuni  denmian surnthya  tanggal 1
Pebruari 1990 nomor 531/ 12813 perlu dibentuk Perusahaan
Daerah Air Minum yang litetaplkan dengan Peraturan Daerah
sebagai landasan hukumnya seguai dengan bunyi ayal (2) pasal
16 Peraturan Daerah HKabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan
nomor 21 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah

ﬁabunatnn Daerah Tingkat 11 Pekalongan.

Dengan berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten

Daerah Tinghkat o Pehalongan  diharapkan dapat menjadi
penunjang sumber peningkaban Pendapatan Asli Daerah, dengan
pengelolaan yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi
perusahaan namun dalam penerapannya disamping mencari
keuntungan juga mempunyai fungsi sosial namuntidak membebani

Pemerintah Daerah.
Peraturan Daerah [Kabupaten hatizl Pekalongan tentand

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan

Pola Minimal dan Maksimal.
Bahwa dengan lLelah berlakunyva Kepulusan Menteri Dalam Negeri

nomor 115 Tahun 1991 Gtentang Pedoman Organisasi dan Tala

Kerja l'emerintah Eelurahan maka dalam upaya meningkat kan

tertib adminisbrasi Lelombagaan eli daerah dan dina

meningkatkan gairah keria aparat Pemerinbah Dacrah dalam
rangka usaha penalaan perangkat  kelurahan dan pembinaan,

penyvempurnaan, aorln peningkalan aparatur Pemerintah Daerah

vang perlu dilakukan secara lerus menerus agar mampu men jadi
aparalk. ¥ang e fesien, efekbif dan berwibawa perlu  adanya
pengaturan sebnda i 1andnsan hukum vang lebih mantap untuk

pelaksanaan matpun penatann carlonisasi aesuni dendan

ketentuan vang herlaku. Hal ini dikandung maksud juga dalam



rangka upaya peninglatan kelancaran penyelenggaraan
Pemeri.ntah(wn) pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu
pelayanan kepada masyarakat sebagai pelaksanaan Undang-

undang nomor 5 Tahun 1979 bLentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Dearah EKabhupaten Daerah Tingkat IT Pekalongan
tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dati IT
Pekalongan nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sckretalrial Wilayvah/ Daerah dan Sekreltariat
DPRD Kabupaten Dacrah Tingkal IT Pekalongan.

Dalam upaya peninghatan pembinaan RSPD Kabupnten B E P I |
Pekalongan serbka perlunya penanganan secara khusus masalah
informasi dan pembervitaan yang sangal penling guna penyiarvan
hasil-hasil pembangunan i EKabupalen Dati TIJ Pekalongan,
dipandang perlu adanya penambahan  Sub  Bagian  RSPD pada
Bagian Humas Sekrelarial Kabupaten Dati TT Pekalangan.

Hal ini sesuai dengan Radiogram Menleri Dalam Negeri tanggal
16 April 1893 nomor €'/ 976/ S.1 dan Surat Gubernur KDH
Tingkat 1 Jauwa Tepanh tangaal 12 Mei 1993 nomor 061/ 16666
yangg merupakan  Lindalk lonint  dari  pelaksanaan Peralburan
Menteri Dalam MNegeri nomor 28 Tahan 1992 tentang Pecdoman
Organisasi dan Tabta Kerjn Sekretariat Wilavah/ Daerah dan
gekretarial DPRD Kabupaten/ Kotamadya Dabi TT. Diharapkan
dengan adanyva Sub meian RSPD  ini penyiaran hasil-hasil
pembangunan Daerah dapat meningkat baik valume maupun mulu
gsiaran termasuk iklan sesnai hadn ebik penviaran serla
Jangkauannya gsampai ke sedgenap penium wilayah, Lhususnyva i

Daerah EKEabupalten Dabli 11 Pekalongan. .

Rapat Dewan yang saya harmal.i,

Demikian penjelas=an ainckal. dari sava dalam rangka penebapan

4 (ewmpat.) buah Rancangan Peraturan Dacrah menjadi  Peraturan

Daerah.,

Tak

maupun pendapat yang

Raperda maupun

lupa saya sampaikan Lerima kasih akas segala saran, himbauan
bersifal. konstruktifl baik dalam penyampaian

dalam pelakasanaan tugas-tugas pemerintahan fdan

pembangunan.

ey
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Sekali lagi sava gampaikan Lerima kasih dan penghargaan vang
qetingi-tingginya kepada Dewan vang telah melaksanakan kerja sama
vang bhaik arnhinggn lLercipha hubungan Lkerja vang harmonis,
koardinatif serta penuh Loleransi.

Semodga himbhauan-himbanan vang telah disampaikan baik dalam
rapat—-rvapat reami maupun dalam dialog, dapat dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan ynang telah kita sepakali bersama dan mudah-
mucahan dalam waktu vang tidak terlalu lama 4 (empat) Peraturan
Daerah terscbut mamperoleh pengesahan dan dapat diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan sehinddga
merupakan landasan holkum dan merupakan pedoman pel aksanaan tugas
serta memenuhi ketenbuan yuridis vang herlaku.

Demikian sambubtan sava pacla rapat Paripurna hari % 18 comoga
Tuhan Yang Maha Esa me Limpahkan Taufin dan Hidavah-Nyva sehingda
. kita dapat menialankan tugas—ludgas yvang diamanatkan rakyat kepada
kita dengan sebaik-bailnva.

. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu alaibkam V. Wb.
{

Pekalongzan, 9 Sepl ember 1993
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 LEMBARAN-NEGARA
[ REPUBLIK INDONESIA

No. 56,1979 ADMINISTRASI. PEMERINTAH DAERAH. Desa.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 31 33

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESTA
NOMOR 5 TAHUN 1979 :
TENTANG
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :
a. bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja (Lembar-

an Negara Tahun 1965 Nomor 84), tidak sesuai lagi dengan perkembang-
. an keadazn dan karenanya peslu diganti;

«b. bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka
kedudukan pemerintahan Dess sejauh mungkin diseragamKan, dengan
mengindahkan keragaman keadaan Desz dan ketentuan adat istiadat yang
masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan Desa apar makin mampu
menggerakkan masyarakat . dalam. partisipasinya dalom  pembangunan
dan menyelenpgarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif;

: i c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu segera mengatur bentuk
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dan susunan pemerintahan Desa dalam suatu Undang-undang yang dapat
memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat yang berazas-

kan Demokrasi Pancasila sebagaimana dlmaksud dalam Undang-Undang
Dasar 1945;

" Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945,

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang
Garis-garis Besar Haluan Negara;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlaku-
nya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
‘undang (Lembaran Negara Tehun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran

* Negara Nomor 2901L);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokgk-pokok Pemerintah-
an di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 3037); -

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : :
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DESA

BAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai
kesatuan masyarakat termasuk di. dalamnya kesatuan masyarakat hukum
‘yang mempunyal organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah
Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tanggnnya sendiri dalam ikat-
an Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk

yang mempunyii organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah
Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;.
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¢. Dusun adalnh bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan
kerja pelaksanaan pemerintahan Desa; :

d. Lingkungan adalah bagian wildyah dalam Kelurahan yang merupakan
lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan;

¢. Pemerintah, Pemerintah Dacrah, Kepala Daerah, Peraturan Daemb, Keca-

.  matan, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah, dan Pejabat yang
berwenang, adalah pengertian-pengertian menurut ketentuan Undang-
undang Nomor® 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintzhan di
Daerah;

f. Pembentukan Desa dan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Desa
dan Kelurahan baru di luar wilayah Desa-desa dan Kelurzhan-kelurahan
—=ang telah ada;

| —~emecahan Desa dan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Desa dan
Kelurahan baru di dalam wilayah Desa dan Kelurahan;

h. Penyatuan Desa dan Kelurahan adalah penggabungan dua Desa dan
Kelurahan atau lebih menjadi satu Desa dan Kelurahan baru;

. Penghapusan Desa dan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Desa dan
Kelurahan yang ada.

Bagian Pertama ;
Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan, 3 '
dan Penghapusan Desa 3

Pasal 2 . :

(1) Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah,
~_jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan lebih
“lanjut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.
{(2) Pembentukan nama, batas, kcwenang.an hak dan kewa_pban Desa di- -
tetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengar edoman |
‘yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(3) Ketentuan tentang pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa diatur
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
£4) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2), baru berlaku sesudah
ada pengesahan dari pejabat yang berwenang. '
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Bagian Kedua
Pemerintah Desa

FPassl 3

(1) Peémerintah Desa terdiri atas :

' a. Kepala Desa;
b. Lembaga Musyawarah Desa.

= (2) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat

Desa. :

’j (3) Perangkat Desa terdiri atas :

a. Sekretariaf Desa: el 2z
b. Kepala-kepala Dusun, - :

(4) Susunan organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Pera-
turan Daerah “sesuai dengan pedoman yung ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri. :

(5) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (4) baru berlaku sesudah
ada pengesahan dari pejabat yang berwgnang.

e A RS 0 SR T [ L

ovmaly

" Bagian Ketiga
Kepala Desa
Paragrap Satu
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 4
Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warganepara
Indonesia yang : :
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa: ;
- setia dan taat kepada Pancasila dan Unding-Undang Dasar 1945;
. Lerkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam sesuatu ke-
4d giatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
| berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dsar 1945, seperti G.30.5/
PKI dan atau kegiatan-kegistan organisasi terlarang lainnya; -~ -~
Y e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mem-
punyai kekuatan pasti; : s :
f. tidak sedang menjalankan pidena penjara stau kurungan -berdasarkan
Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena

,...,..
e oe
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tindak pxdnnn yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kuraignya 5
(lima) tahun;

g. terdaftar sebagal penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang

. bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (duaz) tahun terakhir dengan
tidak terputus-putus, kecuali bagi puters Desa yang berada di luar Desa
yang bersangkutan;

h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun dan setinggi-
tingginya 60 (enampuluh) tahun;

i. schat jasmani dan rokha.m ;

j. sekurang-kurangnya bcnjazah Sekolah Lanjutan Penama atau yang ber-
pengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Pasal - ' §

(1) Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh
penduduk Desa Warganegara Indonesia yang telah berumur sekurang:
kurangnya 17 (tujuhbelas) tahun atau telah/pernah kawin,

(2) Syaratsyarat lain mengenai pemilih serta tatacara pencalonan dan
pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(3) Peraturan Dacrzh yang dimaksud dalam ayat (2), baru berlaku sedudah
ada pengeszhan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Kepala Desa diangkat oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Dacrah Tingkat 11
atas nama Cubernur Kepala Derah Tingkat I dari calon yang terpilih.

Pasal 7 .

Masa jabatan Kepala Desa adalsh 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal
pelantikannya dan dapat diangkat kemba'w untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.

Paml 8

(1) Secbelum memangku jabataonya Kepala Desa bersumpah menurut
agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan- dilantik oleh
pejabat yang berwenang mcngangkat atas nama Gubernur Kepala
Daerah Tingkat 1.

(2) Susunan kats-kata sumpahljmjt yang dimaksud ayat (1) adalah sebagui
berikut :

"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala
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Desa, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dulih apapun,
tidak memberikan atau nwnjanjka atau akan memberikan sesuatu
kepada siapapun juga.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk :.clakukan at‘au’ ‘tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali’akan menerima
langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pem-

~'berian.

Saya bersumpzh/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya
sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan sejujurjujurnya, bahwa
saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan
ideologi Negara, bahwa saya senantiasa akan menegakkan Undang-
Undang Dazar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang ber-
laku bagi Negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memegang rzhasia sesuatu

yang menurut sifatnya-atau menurut perintah harus saya rahasiakan. .

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau
pekerjaan saya, senantiasa akan lebih, mCﬂgutd.m.l]\ﬂn ‘kepentingan

* Negara, Daerah dan Desa daripada kepentingan saya sendiri, seseorang

atau sesuatu golongan dan akan menjun;ung tingpi kehormatan Negara,
Pemerintah, Daerah dan Desa. )

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga
membantu memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnys dan
masyarakat Desa pada khususnya, akan setia kepada Bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.”

Tatacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa se-
bagaimana dimaksud ayat, (1) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai
dengan pedoman yang ditetapkan oleh Meenteri-Dalum Negeri.

Pasal 9

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh pe]abat yang berwenmg
mengangkat karena :

a.

{ ¥4

meninggal dunia;

b. atas permintaan sandIn

¢. berakhir masa Jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru,

d. tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-
undang ini;

-melanggar. sumpah/janji yang ¢ dimaksud dalama Pasal 8 ayat (2) Undang-

undang ini;
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f. melanggar lafirigan’ bagi Kepala Desa yang dimaksud dalam Pasal 13-
Undang-undang ini; 4 : i3
g. sebab-sebab lain.

(1

@

M

[

(1
@

Paragrap Dua
Hak, Wewenang, dan Kewajiban

= . ¢ Pasal-10

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan
pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penye-
lenggaraan urusan pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum ter-
masuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengem-
bangkan jiwa gotong royong masyarzkat sehagai sendi utama pelaksana-

" an pemeriniahan Desa.

Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerin-

tahan Desa yang dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa :

a. bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat
melalui Camat; ) :

b. memberikan keterangan pertanggungjawaban terszt .t kepada Lem-
baga Musyawarah Desa.

- - Pasal "11 5

Kedudukan dan kedudukan keuangan Kepala Desa, Sekretars Desa,
Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun diatur dengan Peratur-
an Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri, : : _
Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) baru berlaku sesudah
ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

G7h Pasal 12
Kepala Desa mewakill Desanya di dalam dan di luar Pengadilan.

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menunjuk seorang kuasa
atau lebih untuk mewakilinya.

i
: Fasal 13

Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan
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yang menjadi kewajibannyd, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerin-
tah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa.

.Bagian Keempat
Sekretariat Desa

Pasal 14

Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menja-
lankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa.

Pasal 15

(i) Sekretariat Desa terdiri atas :
a. Sekretaris Dgsa;
b. Kepala-kepala Urusan, ; .

(2) Sekretarls ‘Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota-
madya Kepala Ducrah Tingkat 1l setelah mendengar pertimbangan,
Camat atas usul Kepala Desa sesydah mendengar pertimbangan
Lembaga Musyawarah Desa. :

(3) Apabila Kepala Desa berhalangan maka Sekretaris Desa menjalankan

' tugas dan wewenang Kepala Desa sehari-hari.

(4) Kepalakepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas
nama Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I1 atas usul Kepala
Desa. ;

(5) ~ Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa dan
Kepala-kepala Urusan distur dalam Peraturan Daersh sesual dengan
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kelima
Dusun

Pasal 16

(1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Desa dalam Desa dibentuk
Dusun yang dikepalai oleh Kepala Dusun sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(2) Kepala- Dusun adalah unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan
wilayah kerja tertentu. ;

(3) Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11 atas usul Kepala
Desa.

=
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Syarat-syarat pengangkatan déﬁ"pemberhentian Kepala Dusun diatur
dalam Peraturan Daeral sesual dengan pedoman yang ditetapkan cleh
Menteri Dalam Negeri. '
Bagian Keenam
Lembags Musyawarah Desa

Pasal 17

Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/permu-
fakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpin-
an Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat

~ di Desa yang bersangkutan.

Kepala Desa karena jabatagnya menjadi Ketua Lembaga Musyawarah
Desa. s 3

Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris Lembaga
Musyawarah Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Musyawarzh Desa ditetapkan
dengan Peraturan Dacrah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri. :

Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (4), baru berlaku sesudah

ada pengesahan dari pejubat yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Keputusan Desa

Pasal 18

Kepala Desa menetdpkan Keputusan Desa setelah dimusyawarahkan/dimufa-
katkan dengan Lembaga Musyawarzh Desa.

Pasal 19

Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan
dengan kepentingan umum, Peraturan 'Daerah dan peraturan perundang:
undangan yang berlaku.

(M)

(2)...

¢ Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut tentany Keputusan Desa diatur dengan Pera-
turan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri

Dalam Negeri.
Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1), baru berlaku sesudah

ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.
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Bagian Kedelapan
Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Anggarin Penerimaan
* dan Pengeluaran Keuangan Desa
Pasal 23 -
(1) Sumber pendapatan Desa adalah :

2)

e

(%

(1)

604

a. Pendapatan asli Desa sendiri yang terdiri dari :
— hasil tanah-tanah Kas Desa;
~ hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa;
hasil dari gotong royong masyarakat;
- lain-lain hasil dari usaha Desa yang sah.
b. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemcnntah dan Pemerintah
Dgerzah yang terdiri dari :
— sumbangan dan bantunn Pemerintah;
— sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah
-~ sebagian dan pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada®
Desa.
¢. Lain-lain pendapatan yang sah,
Setiap tahun Kepala Desa menetapkan Anggarnn Penerimaan dan
Pengeluaran Keuangan Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan
dengan Lembaga Musyawarah Desa.
Ketentuan lebih lanjut tentang sumber pendapatan dan kekayaan
Desa, pengurusan dan pengawasannya beserta penyusunan Anggaran
Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa diatur dengan Peraturan
Daemh sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.
Peraturan Daeral yang dunaksud dalam ayat (3), baru berlaku sesudah
ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

]

BAB III
KELURAHAN

Bagian Pertama
Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan,
dan Penghapusan Kelurahan

Pasal 22 e

snl?
Dalam Ibukota Negara, Tbukota Propinsi, Ibukots Kabupaten, Kota-
madya, Kota Administratif dan Kota-kota lain yang akan ditentukan

?
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lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negen“u_pat dibentuk
Kelurahan sebagaimana d1maksud dalam pasal 1 hurufb,

Kelurahan yang dimaksud dalam ayat (1), dibentuk dengan memper-
hatikan syarat-syarat kuas wilayah, jumlah penduduk dan Syarat-syarat
lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Menter;
Dalam Negeri.

Pembentukan, nama dan batas Kelurahan diatur dengan Peraturan
Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

Ketentuan tentang pemecahan, penyatuan, dan penghapusan Keluralian
diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (3), baru berlaku sesudah
ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Pemerintah Kelurahan

Pasal 23

Pemerintah Kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat
Kelurahan.

Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretariat Kelurahan dan Kepala-
kepala Lingkungan,

Susunan organisasi dan tatakerja Pemerintah Kelurahan yang dimaksud
dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengdn pedoman
yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (3), baru beriaku sesudah
ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga .
Kepala Kelurahan
Pasal 24
Kepala Kelurahan adalah penyelenggara dan penanggungjawab utama
di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatun dalam
rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, urusan pemerin-
tahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Kelurahan adaluh Pegawai Negeri yang diangkat oleh Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I1/Walikota atas nama Gubernur
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Kepala Daerah Tingkat 1 dengan memperhatikan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat yang dimaksud
dalam Pasal 4 kecuali huruf g Undang-undang ini.

Pasal ML

Sebelum memangku jabatannya I\epala Kelurahan bersumpah menurut
agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh
pejabat yang berwenang mengangkat atas nama Gubernur. Kepala
Daerah Tingkat 1.

Susunan kata-kata sumpah/fjanji yang dimaksud ayat (1) adalah sebagai
berikut :

"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala
Kelurahan, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih

apapum, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan
sesuatu kepada siapapun juga.

‘Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatzp ini, tidak sekali-kali akan menerima
langsung ataupun ud.sk langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau
pemberian,

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya
sebagai Kepala Kelurahan dengan sebaik-baiknya dan seJUJur-;u;umya
bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan ‘Pancasila sebagai
dasar dan ideologi Negara, bahwa saya senantiasa akan menegak.ka.n
Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia,

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memeguang rahasia sesuatu

. yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau
pekerjuan saya, senantizsa akan lebih mengutamakan kepentingan
Negara, Duerah dan Kelurahan daripada kepentingan saya sendiri,
seseorang atau sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehor-
matan Negara, Pemerintah, Daerah, dan Kelurahan.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sckuat tenaga
membantu memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan
masyarakat Kelurahan pada khususnya, akan setia kepada Bangsa
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. e

Tatacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah

'T- PSS ——
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sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalasm Negeri.

3;'7_..

Pasal 26

Kepala Kelurzhan berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang

mengangkat Karena : j

a. meninggal dunia;

b. atas permintaan sendiri: 1

¢. tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud dalam pasal 4 kecuali huruf g
Undang-undang inj: .

d. melanggar sumpah/janji yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Undang.
undang ini; : -
‘melanggar larangan bagi Kepala Kelurahan yang dimaksud dalam Pasal
28 Undang-undang ini; .

f. sebab-sebab lain.

LEE Pasal 27

Dalam menjalankan tugas dan wewenang pimpinan pemerintahan Kelurahan,
Kepalg Kelurahan bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang meng-
angkat melalui Camat.

Paﬂ 28
Kepala Kelurahan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan

tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara,
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Kelurahan. :

‘Bagian Keempat
Sekretariat Kelurahan

Pasal 29

Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang membantu Kepala Kelurahan
|'n ‘menjalankan tugas dan wewenang pimpinan pemerintahan Kelurahan.

~—

Pasal 30
(1)  Sekretariat Ke!uraixﬁn terdiri atas Sekretaris Kelurahan dan Kepala-
kepala Urusan.
(2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala-kepala Urusan adalah Pegawai Negeri
yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala
= Daerah Tingkat 11/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat
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1 dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

Apabila Kepala Kelurahan berhalangan maka Sekretaris Kelurahan
menjalankar tugas dan wewenang Kepala Kelurahan sehari-hari. '

-

Bagian Kelima
Lingkungan

Pasal 31

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Keiurahan di dalam
Kelurahan dapat dibentuk Lingkungan yang dikepalai oleh kepala
Lingkungan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri
Dalan Negeri. ;
Kepala Lingkungan adalal unsur pelaksana tugas Kepala Kelugahan
dengan wilayah kerja tertentu.

Kepala Lingkungan adalah Pegawal Negeri yang diangkat dan diberhen-
tikan oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat
[, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. :

-

BAB IV
KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISTHAN

Pasal 32

Kerjasaina antar, Desa, antar Kelurahan dan antara Desa dengan
Kelurahan diatur oleh pejabat tingkat atas yang bersangkutan.
Perselisihan antar Desa, antar Kelurahan dan antara Desa dengan
Kelurahan penyelesaiannya diatur oleh pejabat tingkat atas yang
bersangkutan,
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BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 33

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1I/Walikota melaksanakan
pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintzhan Desa dan pemerin-
tahan Kelurshan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang scbesar-
besarnya baik mengenai urusan rumah tangga Desanya maupin mengenai
rusan pemerintahan umum.

(1

(2)

(3

)

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 34

Dengan Peraturan Daerah ditentukan bahwa Keputusan Desa mengenai
hal-hal tertentu, baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I1.

Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan
kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-
undangan lainnya dibatalkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala
Daergh Tingkat II. ;
Pengawasan umum terhadap pen};clcnggaraan pemerintahan Desa dan
pemerintahan  Kelurahan dilakukan oleh Menteri Dalam Neger,

‘Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 dan Bupati/Walikotamadya Kepaly,

Duerah Tingkat I1. :

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan ayat (1), (2) dan (3)
diatur dengan Peraturan Duerah sesual dengan pedoman yang ditetap-
kan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
ATURAN PERALIHAN

: Pusal 35
Desa atau yang discbut dengun namy lainnya yang setingkat dengan
Desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang
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ini dinyatakan sebagai Desa menurut Pasal 1 huruf g,

(2) Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempuy-
nyai organisasi pemerintahan terendah langsung "di bawah Camat
dan berada di Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten,
Kotamadya, Kota Administratif, dap Kota-kota lainnya yang tidak
termasuk dalam ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dinyvatakan
sebagai Kelurahan menurut Pasal 1 huruf b,

Pasal 36

(1) Kepala Desa, Kepala Kelurahan atay yang disebut dengan nama lainnya
dan perangkatnya yang ada pada saat berlakunya Undang-undang ini
tetap  menjalankan tugasnya kecuali ditentukan lain  berdasarkan
Undang-undang inj. :

(2) Lembaga Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama
lainaya yang sudah ada pada saat berlakunya Undang-undang ini,
dinyatakan sebagai Lembaga Musyawarah Desg menurut Pasal 17, i

Pasai 37

Segala peraturan'pemndang-undangan yang ada, sepanjang tidak berten-
tangan dengan Undang-undang ini, tetap berluku selama belum dicabut
atau diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB vii
‘KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38 ,‘

Hal-hal yang belum diatur dan segala sesuatu yang timbul sebagai akibat i
dilaksanakannya Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan .
perundang-undangan. : !

Pasal 39

Pada saat mulai berlakunya Undang—undang Ini tidak berlaku lagj :

a. Undang-undang Nomor 19 Tihun 1965 tentang Desapraja (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2779) ; ' 2

b. Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan
Undang-undang inj. ;

610
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Pasal 40 :
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3
Agar supaya setiap orang mengetuhuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya  dalam  Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
] padz tanggal 1 Desember 1979
Diundangkan di Jakarta PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
pada tanggal 1 Desember 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO

SUDHARMONO, SH




- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

NOMOR £l TAHUN 1993
TEENAT ANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH KELURAHAN POLA MINIMAL DAN POLA MAKSIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

Menimbang aoa,

Mengingat Ecl.

ae ¥

bahwa dalam rangka upaya peningkatan kelancaran
penyvelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan
kepada masvarakat sebagai pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa serta Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam
Negeri MNomor o 115 Tahun 1991 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelwrahan,
maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Daerah tentang Susunan. Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kelurahan, Pola Minimal dan Pola
Maksimal .

sehubungan dengan hal tersebut diatas maka
dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 17 Tahun 1982 tentang
Susuhan Organisasi Pemerintah Kelurahan.

Undang—undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan i Daerah ; ¥

Undang—undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah dan bentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13
Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-—daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah TIngkat
11 Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Batang ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor & Tahun
1984 tentang Persyaratan, Tata Cra Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat
Kelurahan i

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan
Lingkungan Dalam Kelurahan

S .2 Keputusan el
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&. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140=502",
tanggal 12 September 1980 tentang Penetapan Desa
di Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
menjadi Kelurahan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun
1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IE
PEKALONGAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH KELURAHAN POLA MINIMAL DAN POLA
MAKSIMAL .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan = :

a. Pemerintah Daerah - ialah Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II Pekalongan ;

ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat

11 Pekalongan ;

jalah suatu wilayah vang ditempati

aleh sejumlah penduduk vang

mempunyai ortganisasi Pemerintahan

terendah langsung di  bawah Camat,

vang tidak berhak menyelenggarakan

rumah tangganya sendiri

d. Lingkungan ' - ialah bagian wilayah dalam kelurahan
vang merupakan . lingkungan kerja
pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

]

b. Bupati Kepala Daerah

¢. Kelurahan

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

{1) Kelurahan merupakan Aparat Pemerintah yang berada di bawah
Camat dan bertanggung Jjawab kepada Bupati Kepala Daerah

melalui Camat.
(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

Pasal 3

kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelanggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyvarakatan dalam rangka penyelenggaraan
urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah di

wilavahnya.



Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kelurahan
mempunyai fungsi =

a. melakukan koordinasi terhadap jalannyva Pemerintahan Kelurahan,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;

b. melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan vang menjadi tanggung Jjawabnya ; . _

c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan
swadaya gotong royong masyarakat ;

d. melakukan Kkegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan
ketertiban wilavah ;

e. melakukan fungsi-fungsi lain vang dilimpahkan kepada
Pemerintah Kelurahan. '

BAB III -
ORGANISASTI
Pasal 5
(1) Organisasi Pemerintah Kelurahan disususn berdasarkan Pola
Minimal dan Pola Maksimal.
{2) Pola Organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan beban kerja Kelurahan yang bersangkutan.
Bagian Pertama
Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Minimal
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal terdiri
dari i
a. Kepala Kelurahan ;
b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) urusan-;
. Lingkungan sebanyak-banyak 2 (dua) Lingkungan ;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Poal Minimal
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturna Daerah ini.

Paragraf 1
Sekretariat Kelurahan
Pasal 7

(1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf vang berada dibawah
Kepala Kelurahan.

(2) sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris
Kelurahan. ;
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Pasal 8

Sekretariat Kelurahan mempunyal tugas membantu Kepala Kelurahan
di bidang Pembinaan Administrasi dan memberikan pelavanan teknis
administratif kepada seluruh Perangkat Kelurahan.

Pasal @9

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 8, Sekretariat Kelirahan

mempunyai fungsi :

a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan vang dilakukan oleh
Perangkat Kelurahan :

b. melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program
serta petunjuk untuk Keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas
Umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan
kesejahteraan rakyat ;

c. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat :

d. memberikan pelavanan Kkepada masyarakat dibidang pemerintahan
dan kesejahteraan

e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga,
perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelavanan
teknis dan administratip kepada seluruh perangkat Pemerintah
Kelurahan.

Pasal 10

(1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari -
a. Urusan Pemerintahan ;
b. Urusan Pembangunan ;
c. Urusan Umum.
(2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 11
Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :
4. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang
pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban g
bB. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilavah

kemasvarakatan ;

c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan
kKetentraman dan kKetertiban :

d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBR)

e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) 3

f. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku j

melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat :

. membantu penyelenggaraan Kkegiatan administrasi Pertahanan

Sipil =

i. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan
kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat
bencana alam dan bencana lainnya ;

J. membantu dan mengusahakan Kegiatan vyang berkaitan dengan
pembinaan kerukunan warga ;

k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban.

Sl Rk i



ﬁasal s

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang
perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;

b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha
ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka
meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;

c. melakukan pembinaan dalam bidang keagaman, kesehatan, Keluarga
Berencana dan pendidikan masyarakat ;

d. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian,
pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;

e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya @ dan
partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan
pelaksanaan pembangunan ;

f_ membantu pembinaan koordinasi pelaksanaanh pembangunan serta
menjaga darn memelihara prasarana dan sarana fisik di
lingkungan Kelurahan ;

g. melakukan administrasi perekonomian dan pehbangunan ci
Kelurahan ;
h. membantu pembinaan, menyiapkan bahan—-bahan dalam rangka

musyawarah Lembaga Ketahanan Masyvarakat Desa ;

i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan ‘dana/bantuan terhadap
korban bencana alam dan bencana lainnya ;

j. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Organisasi
kemasyarakatan lainnya ;

k. membina kegiatan mengumpulakan zakat, infaq dan shadagah ;

1. membantu pelaksanaan pemungutan dana palang Merah Indonesia
(PMI) 3

m. mengumpulak bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian,
pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 13

Urusan Umum mempunyai tugas :

a. melakukan administrasi kepegawaian ;
b. melakukan administrasi keuangan 3

c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan ;
d. melakukan urusan rumah tangga ;

e. mengatur pnyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;

f_. melakukan urusan tata usaha Kelurahan ;
g. mengumpulkan bahan dan menyvusun laporan Pemerintah Kelurahan..

Paragraf 2
Lsan gk Barg a-n
Pasal 14
(1) Lingkungan adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Kelurahan

dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan
tugasnya berada dibawah dan bertanggund jawab kepada Kepala

Kelurahan. :
{2) Lingkungan dipimpin oleh seorang kKepala Lingkungan.

pPasal 15

Lingkungan ...«
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Lingﬁﬁﬁgan mempunayi tugas membantu melaksanakan tugas—tugas
operasional Kepala Kelurahan dalam wilavah kerja, sesual dengan
ketentuan wang berlaku.

Pasal 16

Untuk menvelenggarakan tugas tersebut pasal 15, lingkungan

mempunyai tugas :

a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah
kerjanya ;

b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan
gotong royong masyarakat :

c. melakukan kegiatan penerangan tentang program Pemerintah
kepada masyarakat s

d. membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasi
kegiatan RT/RW di wilayah Kerjanyva ;

e. melakukan tugas—-tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Kelurahan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 17

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagiah
tugas dan fungsi Kelurahan sesual dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

{1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal
17, terdiri. dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan
Fungsional vang terbagi dalam berbagai kelompok sesual dengan
bidang keahliannya. _

{2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan.

{3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

{4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1),
diatur sesual dengan pertauran perundang—undangan vang
berlaku.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Maksimal
Pasal 19
(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal terdiri
dacd e
a. Kepala Kelurahan ; :
b. SekretariatbKelurahan, terdiri dari 5 (lima) Urusan ;
c. Lingkungan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) Lingkungan ;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(@) Bagan=a s,



{2) Bagan struktur organisasi Kelurahan Pola Maksimal sebagaimana
tetsebut dalam Lampiran Il Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sekretariat Kelurahan
Pasal 20

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan sama dengan
kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan pada organisasi
Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada pasal
7, 8, 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

(1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :
a. Urusan Pemerintahan ;
b. Urusan Ketentraman dan Ketertiban ;
c. Urusan Pembangunan
d. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
@, Urusan Umum.
(2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 22
Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang
pemerintanan ;

k. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilavah dan
masyarakat :

c. melakukan pelayvanan pada masyarakat

d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBE) ; :

e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) 3

f. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

g. mengumpulkan baharn dan menyusun laporan dibidang Pemerintahan.

Pasal 23

Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang
ketentraman dan Ketertiban ;

h. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

. melakukan pelayanan masyarakat dibidang ketentraman dan
ketertiban ;

d. membantu penvelenggaraan KkKegiatan administrasi Pertahanan
SEpil

e. membantu pelaksanaan pendawasan terhadap penyaluran bantuan
kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat
benhcana alam dan bencana lainnya ;

f_ membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan
pembinaan kKerukunan warga ;

g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang Ketentraman
dan ketertiban. ;



Pasal 24

Urusan Pembangunan mempunyal tugas : :

a. mangumpul kan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang
perekonomian dan pembangunan ; _ 2

b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap paerkoperasian, pengusaha
ekonomi lemah dan kegiatan perekKonomian lainnva dalam rangka
meningkatkan kKehidupan perekonomian masyarakat 3

c. melakukan pelavanan kepada masvarakat dibidang perekonomian
dan pembangunan ; :

. melakukan kegiatan dalam  rangka meningkatkan swadaya dahn
partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan
pelaksanaan pembangunan 3

. membantu pembinaan kKoordinasi pelaksanaan pambangunan serta
menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik i
lingkungan Kelurahan j

. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di
Kelurahan

g. membantu, membina dam menyviapkan bahan-bahan dalam rangka
musyvawarah Lembaga Ketahan Masyvarakat Desa ;

h. mengumpulkan bahan dan menyvusun laporan dibidang perekan@mlan
dan pembangunan.

Pasal 25

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai :

a. melakukan pelayanan kepada masvarakat dibidang kesejahteraan
rakvat y

b. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan,
Keluarga Berencana dan pendidikan masvarakat _

c. membantu mengumpulkan dan menvalurkan dana/bantuan terhadap
korban bancana alam dan bencana lainnva ;

d. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan.
organisasi kemasvarakatan lainnya ; ‘ :

e. membina kegiatan pengumpulan zakat, infag dan shadagah ;

f. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia
(BeMI) '

g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan
rakyat.

Pasal 26
Tugas Urusan Umum sama dengan Urusan Umum pada organisasi
Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut ‘dalam
pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Laaameg Rk U pegaan
Pasal 27

Kedudukan, tugas dan fungsi lingkungan sama dengan kedudukan,

tugas dan fungsi lingkungan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Minimal sebagaimana terssebut pada pasal 14, 15, 16.

Papagral s



Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 28

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional sama dengan ketentuan
kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Minimal sebagaimana tersebut pada pasal 17 dan 18 Peraturan
Daerah ini.

BAB 1V
TATA K- E-R«J A
Pasal 29
Dalam melaksanakan tugasnva, Kepala Kelurahan, Sekretaris
Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan melaksanakan
koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah
Kelurahan berkewajiban melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah
Kelurahan bertanggung Jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 32
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah

Kelurahan bertanggung Jjawab kepada atasannya masing-masing serta
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunva.

BAB V
L AN~ L8 TN
Pasal 33

Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Kelurahan Pola
Minimal dan Pola Maksimal diatur dalam Peraturan Daerah ini dan
berlaku seyelah mendapat pengesahan Pejabalt yang berwenang.

Pasal 34

(1) Jika dalam Kelurahan tidak dibentuk Lingkungan karena
pertimbangan tertentu, maka susunan Organisasi Pemerintah
Kelurahan terdiri dari :

a. Kepala Kelurahan ;
b. Sekretaris Kelurahan ;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2 Rumlisatrs .



{(2) Rumusan tugas dan fungsi satuan Organisasi Pemerintah
Kelurahan sebagaimana tersebut pada ayvat (1) ditetapkan oleh
Menteri dalam Negeri.

Pasal 35

Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal dan Pola
Maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Dasrah
ini merupakan bagian yvang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah
ini.
BAB VI
B E NI UL P
Pasal 36

Pada saat berlakunva Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Dasrah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 17 Tahun 1982
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37
Hal—-hal lain vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan
diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai
pelaksanaannya.

Pasal 38
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
figar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundandan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

Pekalongan, 1998 .
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH E:H#ﬂT KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PE XA LONGAN

Ketu a))(

H. DIDIN HAMID

KAIRUL AINI HS
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KEPALA
KELURAHATN

KELOMPOK JABATAN
FUNGBIONAL

SEKRETARTAT

URUSAIT
PEMERTITATAN

FPEMBANGUITAT

LINGKUNGAN

URUSAI
THNUH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEKALONGAILT
KETUA

DIDIN HAMID

LAFLRT T 3

PERATURAIT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEKALONGAIT TWOMOR TAHUL TANGGAL
TENTANG SUSUIAN ORGANISASI PEMERINTAH KELU
RAHAN POLA MIIIMAL DAN FOLA MAKSIMAL.

QUUBATT JCRPALA DAERAH TINGKAT IT
PEKALONGAN
u W
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PERATURAN DAERAI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
FOLA MAKSIMAL

PEKALONGAIT NOMOR CAITUR TANGGAL
TENTAIG SUSUNAN ORGANESASI PEMERINTAH KELU
RAHAN POLA MINIMAL DAN FOLA MAKSIIAL

KEPALA
KELURAHADN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

& BUPATT JGFALA DABRE TIRKAT TI
KABUPATEN DAERAI TINGKAT II PEKALONGAN
PEKALONGAN

DIVIN HAMID
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 1993

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
POLA MINIMAL DAN POLA MAKSIMAL

PENJELASAN UMUM

L

Landasan Hukum.

Berdasarkan Undang—-Undang Nomor 5 Tahun PIEQ tentang

Pemerintahan Desa serta sebagal pelaksanaan Keputusan Menterl

Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi

dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan maupun Instruksi Menteri

Palam Negeri Nomor 21 Tahun 19921 tentang Pedoman Organisasi

dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan vang dalam diktum Kkedua

dari Instruksi tersebut menyatakan bahwa pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Pola Minimal

dan Pola Maksimal ditetapkan dengan :

- Peraturan Daerah Tingkat I1 bagi Kelurahan yang berada di
Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang berlaku
setelah mendpat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

-~ Eselon Jabatan pada Pemerintah Kelurahan ditetapkan :

a. Kepala Kelurahan Eselon Va dengan persyaratan Kepangkatan

1. Permulaan 12 Pangkat Penata Muda, Golongan/Ruang I11I/a

2. Lanjutan : Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan/
Ruang I1I1I/b ;

3. Tertinggi : Pangkat Penata, Golongan/Ruang I1I/c.

b. Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan
Eselon ¥b dengan persyaratan Kepangkatan :

1. Permulaan : Pangkat Pengatur Tingkat I, Golongan/
Ruang II/d

2. Lanjutan » Pangkat Penata Muda, Golongan/Ruang III/a
3. Tertinggi : Pangkat Penata Muda Tingkat )
Golongan/Ruang 1I1/b.
Bagi Kepala Kelurahan yang masih menjabat dengan Pangkat
tertinggi tiga tingkat pangkat permulaan sebagaimana yang
dipersyaratkan selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan sejak
diundangkan Peraturan Daerah ini, bharus sudah diadakan
penggantian. Dan pengisian jabatan Sekretaris Kelurahan
memperhatikan jenjang pangkat senioritasnya sesual Daftar Urut
Kepangkatan harus lebih tinggi dari pada Kepala Urusan.

Pokok Pikiran.

Organisasi adalah alat untuk menghimpun secara berdayaguna dan
berhasilguna terhadap seluruh kKegiatan dalam mencapal tujuan,
maka susunan organisasi perlu disesuaikan dengan kKegiatan-
kegiatan yang nyata dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan.
Oleh karena itu prinsip-prinsip umum organisasi perlu
ditetapkan dan senantiasa men)jiwai Struktur Organisasi
Pemerintah Kelurahan pada Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Terjaminnya . ...

11



. Terjaminnva kesatuan unit staf.

. Adanva pelimpahan wewenang menurut jenjang vang teratur.
. Pembagian tugas yang merata.

4. Rentang Kendali sesual dengan kemampuan pengendalian.

WNP

POKOK-POKOK MATERI

a. Peraturan Daerah 1ini mengatur satu materi pokok valtu
Pemerintah Kelurahan.

b. Mengenai KkKedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan sama
dengan vang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri
Momor 115 Tahun 1991.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 35
Pasal 36 s/d 38

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.

rr Ix
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JAWABAN BUPATT KEPALA DAERAH TTNGKAT TT PREAILONGAN

ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI PADA RAPAT PARTPURNA DPRD
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN TERHADAP NOTA PENYAMPAIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

Pada Hari : SELASA
Tanggal : 10 Agustus 1993

Assalamu’alaikum Wr. Wbh.

- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupalen Daerah Tingkat II Pekalongan vang sava
hormati;

- Saudara Unsur Muspida atau vang mewakili, Saudara EKetua
Pengadilan Negeri Pekalongan atau yang mewakili vyang saya
hormati;

-~ Saudara Sekretaris Wilayvah Daerah, Kepala Ttwil; Ketua
Bappeda, Kepala BP-T,

- Para Pembantu Bupati, Kepala Dinas/ Kantor/ Bagian dan Para
Camat se-Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan yang sava
hormati;

- Saudara Pimpinan Parpol dan Golkar yang saya hormati;

- Hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, vang telah memberikan
berkah, rakhmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga
pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat TITI
Pekalongan dalam rangka pembahasan Raperda-raperda Kabupaten
Daerah Tingkat 1T Pekalongan sesuai dengan pasal 97 a.2 Keputusan
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Pekalongan.

Terima kasih saya sampaikan kepada saudara Ketua Dewan yang
telah membherikan kesempatan kepada saya selaku eksekutif guna
menvampaikan Jawaban/tanggapan atas Pandangan Umum dari semua
Fraksi terhadap Raperda-raperda yang telah sayva sampaikan dalam

Rapat Paripurna tanggal 4 Agustus 1993 yang baru lalu,



Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada kesempatan yvang berbahagia ini perkenankanlah ~saya
menyampaikan Jawaban atau Tanggapan Atas Pandangan Umum Fraksi-
fraksi terhadap Pemyampaian Raperda yang telah sayva sampaikan

dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 4

Agustus 1993 yang lalu, tak lupa saya ucapkan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya atas pandangan umumnya baik
vang Dbersifat himbauan, harapan maupun pertanvaan-pertanyaan
sebagai bukti kebersamann dengan keterbukaan Dewan vang

terhormat. Semua ini dapat lebih menyempurnakan Raperda tersebut

khususnya maupun dalam rangka pengendalian dan pengawasan

pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Pekalongan pada umuﬁnya.

Sebelum menanggapi pandangan umum ingin saya sampaikan pada Dewan

yang terhormat, bahwa jawaban ini tidak disampaikan untuk tiap-

tiap Fraksi melainkan merupakan Jjawaban secara menyeluruh pada

masing-masing Raperda

1. Pada Raperda tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban
umum, mengenai perlunya kelembagaan khusus yang menangani
kebersihan, keindahan dan ketertiban umum agar efektif dan
efesien untuk mendapatkan hasil yang maksimal, di Kabupaten
'Pekalongan sedang dirintis terbentuknya DKP (Dinas Kebersihan
dan Pertamanan) yang ternvata diperlukan persetujuan terlehbhih
dahulu dari Menteri Dalam Negeri mengenai rencana
pembentukannya sehingga realisasinya membutuhkan waktu yang
cukup lama,
Kami sependapat bahwa pelestarian lingkungan hidup perlu
dijaga dari segala bentuk pencemaran sehingga perlu
dimasyarakatkan arti pentingnya kebersihan, keindahan dan
ketertiban umum.
Masalah ketertiban yang dikaitkan dengan lampu pengatur lalu
lintas, kami sudah mengusulkan lampu pengatur lalu lintas
untuk beberapa persimpangan Jjalan vang dianggap rawan kepadz
intansi yang 1lebih tinggi mengingat anggaran untuk setiap
unitnya cukup tinggi.
Mengenai penghasil sampah yang bersifat insidentil seperti
keramaian umum, didalam perijinannva telah ditentukan untuk
menjaga kebersihan atau membersihkannya termasuk bangunan

sementara bila keramaian tersebut telah berakhir, sedang



pembakaran sisa tebang diareal tebu digunakan sebagai pupuk
bagi tanaman berikutnva.

2. Raperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah

Tingkat II Pekalongan, mengenai persiapan perangkat kerasnva
sementara ini mempergunakan peralatan vyang diperoleh dari
bantuan Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih (PPSAB) Jawa
Tengah, sedangkan Personil yang akan mengelola PDAM sekarang
ini sementara mempergunakan personil BPAM vandg nantinya
disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-
1572 tahun 1988 +tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan
Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PDAM wyang ditindak lanjuti
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IT Pekalongan.
Pengawasan terhadap PDAM, disamping dilakukan oleh Badan
Pengawas PDAM juga oleh Pengawas fungsional yaitu ITWILKAB,
BPKP atas pelaksanaan/pengelolaan PDAM,
Mengenai tarif landganan air minum sementara ini masih
mengacu tarif lama vang ditetapkan oleh Kepala BPAM sesuai
ketentuan dari PPSAB Jawa Tengah vang mendasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 tahun 1988 tentang Pedoman
Penetapan Tarif Air Minum pada PDAM yang sudah barang tentu
mempertimbangkan biava eksploitasi dan operasional disamping
kemampuan masyarakat pelanggan, dan bagi masyvaralkat yang
tidak mampu disediakan Hidran Umum yang dikelola oleh
kelompok pengguna air dengan tarif klasifikasi sosial.

3. Raperda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kelurahan Pola Minimal dan Pola Maksimal, apabila nantinya
sudah ditetapkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang
serta diundangkan dalam Lembaran Daerah maka baik personil,
kelembagaan dan ketatalaksanaannya akan dibenahi sesuai
dengan Perda yang pelaksanaannva secara bertahap. Untuk

Kelembagaannya mengacu pada Surat Menteri Dalam Nedgeri Nomor

061/160/8J tanggal 15 Januari 19293 dan untuk Penataan
Personil mengacu pada Inmendagri Nomor 21 tahun 1992 tentang
Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 tahun
19971

Acdapun mengenai usulan agar Desa-desa terutama di  Thukota

Kecamalan agar dijadikan Kelurahan, masih meponggn ketentuan

atau petunjuk dari instansi yang lebih tinggi.



-

4. Raperda tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 1II Pekalongan Nomor 7 tahun 1992 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan, dengan penambahan Sub Bagian
RSPD maka status RSPD menjadi jelas selaniutnyva dengan
terbentuknya Sub Bagian RSPD akan diusahakan untuk menambah
volume siaran dan peningkatan mutu siaran khususnva informasi
tentang Pembangunan dan Pemerintahan (termasuk Kegiatan DPRD)
di Kabupaten Dati IT Pekalongan.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Demikianlah Jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi
atas Penyampaian Raperda-raperda, mudah-mudahan dapat digunakan
sebagai masukan untuk kelancaran pembahasan dalam rapat-rapat
Dewan selanjutnva,

Adapun untuk pertanyaan-pertanyvaan yang mengacu pada bahasan
materi Pasal-pasal dan ayat dalam Raperda akan disampaikan
penjelasannya nanti secara rinci dalam rapat-rapat komisi, dan
untuk materi landasan-landasan hukum yang diperlukan sebagai
bahan pembahasan tersebut telah disiapkan oleh Sekretariat
Dewan,

Untuk itu marilah kita pupuk terus kerja sama yang telah kita

galang ini guna melanjutkan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat TII Pekalongan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa

melimpahkan taufiq, Hidayah dan RahmatNYa kepada kita sekalian.
Sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Agustus 1993

BUPATI EKEPALA DAERAH TINGEAT I1I
E A LO NGAN,
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NOTA PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN PADA RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT ITI PEKALONGAN

PADA HARI: RABU, 4 AGUSTUS 1993

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

- Saudara Ketua,para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Dati
II Pekalongan yang sayva hormati,

- Saudara Unsur Muspida atau vang mewakilinya, Saudara Ketua
Pengadilan Negeri Pekalongan atau Vyang mewakili, Saudara
Sewilda, Ketua Bappeda, Kepala Itwil, Kepala BP-T7, para
Pembantu Bupati, Kepala Dinas/Kantor/Bagian, dan para Camat se-
Kabupaten Dati II Pekalongan yang saya hormati.

- Saudara Pimpinan Parpol dan Golkar vang saya hormati pula.

- Serta Hadirin vang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rakhmat, karunia dan
bimbingan serta ridhoNya, kita sekalian telah diberikan kekuatan
dan semangat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi
tanggung jawab kita sekalian dalam keadaan sehat wal afiat.

Atas perkenanNya pula kita dapat bersama-sama melaksanakan
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat I Pekalongan dalam rangka Penvampaian Rancangan
Peraturan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1974 Bagian ke VIII pasal 39 s/d 45, Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan
Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Dewan yang saya hormati,

Dengan menyadari sepenuhnya bahwa Rancangan Peraturan Daerah
yang disampaikan pada Rapat Pari Purna ini mungkin masih terdapat
kekurangan-kekurangan, maka dengan semangat vang ada demi
sempurnanya Raperda ini, saya harapkan dalam pembahasan supaya
diteliti dan dikaji secara mendalam agar dapat dicapai hasil yang
maksimal .

Pada Rapat Paripurna hari ini saya menyampaikan 4 (empat)
buah Raperda vaitu
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan

tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum.




2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati il
Pekalongan.

3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kelurahan Pola minimal dan Pola Maksimal.

4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan
tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pekalongan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilavah/Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II
Pekalongan.

Dewan yang berbahagia,

Kita telah bertekat untuk melaksanakan Pembangunan yang
berlanjut dalam rangka perwujudan Kemakmuran dan Kesejahteraan
Rakyat, namun sebagai akibat keberhasilan Pembangunan
mengakibatkan pula Tuntutan dan Kehendak Rakyat dalam Pembangunan
semakin meningkat pula, oleh karena itu kita dituntut pula untuk
mampu menghimpun dana yang dapat menunjang dan melaksanakan
Pembangunan tersebut.

Dari 4 (empat) Raperda yang akan dibahas Dewan pada hari ini
2 (dua) Raperda merupakan Raperda baru berdasarkan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1962, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115
Tahun 1991, sedang yang lain mesrupakan Raperda baru yang disusun
sebagai usaha penggalian sumber Pendapatan Daerah baru guna
meningkatkan Pendapatan Daerah dalam rangka menjaga keseimbangan
Keuangan Daerah.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Raperda-raperda tersebut dapat
kami sampaikan rinciannya sebagai berikut
1. Raperda tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum

mempunyai latar belakang, maksud dan tujuan

a. bahwa Raperda tersebut adalah Raperda baru yvang merupakan
prengganti Perda Daerah Swalantra Tingkat ke 1I Pekalongan
tanggal 14 Maret 1958 yvang sudah tidak sesuai lagi dengan
keadaan perkembangan saat ini baik persyaratan formil
maupun materiil sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

b. Raperda ini dimaksudkan untuk memberikan landasan Hukum
dalam rangka upaya Pemerintah Daerah meningkatkan
Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban serta Kesehatan
mayarakat pada umumnya di daerah Kabupaten Dati II
Pekalongan, disamping Jjuga untuk dapat berperan aktif
dalam meningkatkan laju Pembanguna Daerah, maka kepada
masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi pembuangan
sampahnya diharapkan partisipasi aktifnya membayar
Retrubusi Kebersihan Sampah sehingga merupakan usaha
penggalian sumber Pendapatan Daerah baru.
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4.

Raperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Pekalongan, mempunyai latar belakang maksud dan
tujuan sebagai berikut

a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 15 Febuari 1930 Nomor 539/12813 maka
dengan telah diserahkanya pengelolaan Prasarana dan Sarana
Air bersih di Kabupaten Dati II Pekalongan dari Menteri PU
kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah yang
sekaligus diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Pekalongan, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Dati 11 Pekalongan yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah sesuai dengan bunyi avat (2) pasal 16
Perda Kabupaten Dati II Pekalongan Nomor 21 Tahun 1988
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Dati TII
Pekalongan ditetapkan dengan Perda.

b, Selain itu diajukannya Raperda ini guna memberikan
Landasan Hukum dalam rangka mendukung Usaha Peningkatan
Pendapatan Daerah dengan memenuhi ketentuan yuridis vang
berlaku dan sekaligus Jjuga akan merupakan pedoman
pelaksanaan serta penyeragaman bentuk dan sislem
pengelolaan Air Minum di Daerah.

Raperda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kelurahan Pola Minimal dan Pola Maksimal, dengan latar
belakang, maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. Untuk dapat dijadikan landasan hukum bagi pelaksanaan
Organisasi Pemerintah di Kelurahan yang berdasarkan kepada
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 tahun 1991
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kelurahan.

b. Dalam rangka upaya penataan kelembagaan di Wilayah
Kabupaten Dati I1 Pekalongan dan demi tercapainya asas

efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan untuk
peningkatan pelayanan kepada masyvarakat di Wilayah

Kelurahan agar tercipta suatu tata laksana yang berhasil
guna dan berdaya guna.

c. Tujuan dari Raperda ini adalah untuk menentukan status
eselonisasi bagi Kepala Kelurahan dalam jajaran Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

Raperda tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat 11 Pekalongan Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dati II

Pekalongan, .dengan latar belakang, maksud dan tujuan sbb:

a. Yang melatarbelakangi diajukannya Raperda ini adalah
sesuai dengan Radiogram dari Menteri Dalam Negeri Nomor
061/976/SJ tanggal 16 April 1993 dan Surat Gubernur Kepala



Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Mei 1993 nomor
061/16666 yang isinya meminta kepada Pemerintah Daerah
untuk segera memproses Perubahan Peraturan Daerah tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Wilayah/Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan dimaksud dalam rangka
pelaksanaan Pereturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 Tahun
1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Dati II dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Tingkat 11.

b, Adapun maksud dan tujuan daripada disusunnyva Raperda ini
adalah sebagal penerapan daripada hasil analis jabatan di
Kabupaten Dati II Pekalongan serta untuk penanganan secara
khusus masalah informasi dan pemberitaan dirasa perlu
adanya penambahan sub Bagian RSPD pada Bagian Humas
Kabupaten Dati II Pekalongan, mengingat hal tersebut
sangat penting dan vital bagi pemerataan penyiaran hasil
pembangunan di Kabupaten Dati II Pekalongan.

Rapat Dewan yang saya hormati,

querda ini akan mempunvai kekuatan hukum yang mengikat dan

merupakan pedoman pelaksanaan tugas, setelah mendapatkan
pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diundangkan dalam
Lembaran Daerah,

Sehubungan dengah hal-hal tersebut diatas, agar proses

pengesahan oleh Pejabat yang berwenang tidak mengalami kesulitan
dan tidak banyak mengalami perubahan, maka Pemerintah Daerah
diminta, untuk memenuhi kelengkapan administrasinya secara formal
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akhirnya pada kesempatan yang baik ini sekali lagi kami
harapkan kepada Rapat Dewan ini untuk lebih meningkatkan
kerjasama dan saling menjalin pengertian antara eksekutif dan
legislatif dalam mengabdikan diri pada Nusa, Bangsa dan Negara
khususnva pada masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
yang kita cintai.

Mudah-mudahan Rancangan Peraturan Daeranh 1ini segera dapat
dibahas dan dapat disetujui pndaﬁrnpat—rapat berikutnva mengingat
Raperda ini merupakan peraturan guna memberikan landasan hukum
bagi kepentingan untuk menuju tertib administrasi dalam
peningkatan pendapatan daerah serta pedoman perubahan Susunan
Organisai dan Tata Ker ja Sekretariat Vilayah/Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah EKabupaten Daerah

Tingkat 1II Peka]gngan.



Semoga Tuhan Yang
hidayahnya kepada kita

Sekian dan terima

Wassalamu'alaikum

Maha Esa senantiasa melimpahkan taufiq dan

sekalian.

kasih.

wb.

~ p.Fekalongan, 4 Agustus 1993
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RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN
NOMOR = TAHUN

¥ Eole T oA N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH KELURAHAN POLA MINIMAL DAN POLA MAKSIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka upaya peningkatan kelancaran
penvelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan peningkatan mutu pelavanan Kepada
masyarakat sebagal pelaksanaan Undang-undang Nomor 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa serta
pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115
Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
Pemerintah Kelurahan, maka dipandang perlu untuk
menetapkan Paraturan Daerah tentang Susunan
Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan, Pola
Minimal dan Pola Maksimal.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 19350 Jdoe. - AUndabge
undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsli Jawa
Tengah dan tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-undang MNomor 13
Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah—daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat
I1T Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II

Batang ;

%. Undang—undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan
dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor & Tahun 1984
tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan
pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat

Kelurahan j;

&. Keputusan .....

1

S it




6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 115 Tahun
1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEKALONGAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
PEMERINTAH KELURAHAN POLA MINIMAL DAN POLA MAKSIMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemrintah Daerah = ialah Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat I1I Pekalongan ;

jalah Bupati Kepala Daerah Tingkat.

II Pekalongan ;

jalah Suatu Wilayah yang ditempati

oleh sajumlah penduduk vang

mempunyai organisasi Pemerintahan

terendah langsung dibawah Camat ,

yvang tidak berhak menyelenggarakan

rumah tangganya sendiri ;

d. Lingkungan - ialah bagian wilayah dalam Kelurahan
vang merupakan lingkungan kerja
Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

b. Bupati Kepala Daerah

c. Kelurahan

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Kelurahan merupakan Aparat Pemerintah yang berada dibawah
camat dan bertanggung Jjawab kepada Bupati Kepala Daerah

Tingkat II melalui Camat ;

(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam _rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemarintahan

daerah di wilayahnya.



Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kelurahan

mempunyal fungsi :

a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyvarakatan

. melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan vang menjadi tanggung jawabnva :

c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan
swadaya gotong rovong masvarakat ; :

. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan
ketertiban wilavah ;

e. melakukan fungsi-fungsi lain vang dilimpahkan kepada
Pemerintah Kelurahan.

BAB III
ORGANISASTI

Pasal 5

(1) Organisasi Pemerintah Kelurahan disusun berdasarkan Pola
Minimal dan Pola Maksimal.

(2) Pola Organisasi sebagaimana tersebut pada avat (1) ditentukan
berdasarkan beban kerja Kelurahan vang bersangkutan.

Bagian Pertama
Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Minimal
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal terdiri
dari :

a. Kepala Kelurahan ;
b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) Urusan ;

c. Lingkungan sebanyak-banyvaknya 2 (dua) Lingkungan ;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1
Sekretariat Kelurahan
Pasal 7

(1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada dibawah
Kepala Kelurahan.

(2) Sekretariat .....




(2) Sekretariat relurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris
Kelurahan.

Pasal 8

Sekretariat Kelurahan mempunyal tugas membantu Kepala
Kelurahan di bidang Pembinaan Administrasi dan mamberikan
pelayvanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kelurahan

Pasal @9

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasdl 8, Sekretariat

Kelurahan mempunyai fungsi g

a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan vang dilakukan oleh
Perangkat Kelurahan ;

Ir. melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program
serta petunjuk untuk keperluan pembinaan pesnvelenggaraan tugas
L LIm Pemerintah Kelurahan, paembangunan cdan pembinaan
kessjahteraan rakyat ;

¢. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyvelenggaraan tugas
umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan KkKesejahteraan
rakyat ;

od. memberikan pelavananan kepada masvarakat di bidang
pemerintahan dan kKesejateraan

e, melakukan urusan surat maenyurat, kearsipan, rumah tangga,
perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan
teknis dan administratif kepada saluruh perangkat Psmerintah
Kelurahan.

Pasal 10
(1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :
a. Urusan Pemerintanan ;
b. Urusan Pembangunan ;

c. Urusan Umum.

(2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 11
Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, mengolah dan mengavaluasi data dibidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
b, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilavah dan

masyarakat

¢. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan,
ketentraman dan kKetertiban ;

4. membantu tugas—tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) :

. membantu pelaksanaan dan pengawasan pPemilihan Umum (PEMILU) 3

. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang Keagrariaan sesual

dengan pearaturan perundang—undangan yand berlaku ;

melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;

. membantu penyelenggaraan Kegiatan administrasi Pertahanan

Sipil 3
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membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyvaluran bantuan
kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat
bencana alam dan bencana lainnva ;

membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan
pembinaan kerukunan warga ;

mengumpul kan bahan dan menyusun laporan di bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

Pasal 12

Urusan Pembangunan mempunyal tugas :
mengumpul Kan, mengolah dan- mengevaluasl data di bidang
perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
melakukan Kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha
ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnyva dalam rangka
meningkatkan kehidupan perekonomian masvarakat ;
melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kasehatan,
keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;
melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonoman,
pembangunan dan kKesejahteraan rakyat ;
melakukan Kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan
partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan
pelaksanaan pembangunan
membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta
menjaga dan memlihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan
Kelurahan ;
melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di
Kelurahan ;
membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka
musvawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
membantu mengumpulkan dan menyvalurkan dana/bantuan terhadap
korban bencana alam dan bencana lailnnya ;
membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruan, Pramuka, dan
organisasi kemasyarakatan lainnya ;
membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadagah ;
membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia
(PMI) ;
mengumpul kan bahan dan menyusun laporan di bidang
perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 13

Urusan Umum mempunyai tugas :
melakukan administrasi Kepegawaian ;
melakukan administrasi Keuangan ;
melakukan urusan perlengkapan dan inventaris kelurahan ;

melakukan urusan rumah tandga ; >
mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;

melakukan urusan tata usaha kKelurahan ; :
mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

Paragraf 2
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Pasal 14

(1) Lingkungan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan
wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

(2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 15

Lingkungan mempunyail tugas membantu melaksanakan tugas-—
tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah Kerjanva, sesuai
dengan kKetentuan vang berlaku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 15, Lingkungan
mempunyai tugas :
a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah
kerjanva ;
b, melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan
gotong royong masyarakat g
¢. malakukan  Kegiatan penerangan tentang program pemerintah

kepada masvarakat ;

. membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan
mengkoordinasikan kegiatan RT/RW di wilayvah kerJanva ;3

&, melakukan tugas—-tigas lain wvang diberikan oleh Kepala
Kelurahan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal
17 terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jenjang Jabatan
Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Keluahan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat 1.9
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang

berlaku.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan

Pola Maksimal

i



Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal terdiri
dary
8. Kepala Kelurahan ;
b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 5 (lima) Urusan ;
c. Lingkungan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) lingkungan :
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal
sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sekretariat Kelurahan
Pasal 20

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan sama
dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan pada
Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut
pada Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

(1) Sekretariat Kelurahan tersiri dari :
a. Urusan Pemerintahan ;
b. Urusan Ketentraman dan Ketertiban
c. Urusan Pembangunan ; .
d. Urusan Kesejahteraan Rakyat
&. Urusan Umum.
(2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 22

Urusan Pemerintahan mempunyvai tugas :

&. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang
Pemerintahan ;

2. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan
masyarakat ;

c. melakukan pelayanan pada masvarakat ;

d. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) ;

e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU)

f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku ;

g. mengumpulkan bahan dan meny usun laporan di bidang
pemarintahan.

Pasal 23

Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :
4. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang
ketentraman dan Ketertiban ;
b. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
c. melakukan pelavanan masyarakat di bidang ketentraman dan
ketertiban ;

d.omembantu L. . e
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k.

Organisasi Pemerintah Kelurahan

membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan
SIDF Ly

membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penvaluran bantuan
kepada masvarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat
bencana alam dan bencana lainnyva ;

membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan
pembinaan Kerukunan warga ;

mengumpul kan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman
dan ketertiban.

Pasal 24

Urusan Pembangunan mempunyal tugas :
mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang
perekonomian dan pembangunan j
melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha
ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka
meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
melakukan pelavanan kepada masyaeakat di bidang perekonomian
dan pembangunan ;
melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan
partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan
pelaksanaan pembangunan ;
membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta
men]ada dan memelihara prasarana dan sarana fisik di
lingkungan Kelurahan ;
melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di
Kelurahan ;
membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka
musyvawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian
dan pembangunan.

Pasal 25

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas : _
melakukan pelavanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan
rakyvat
malakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan,

keluarga berencana dan pendidikan masvarakat i
membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap
korban bencana alam dan bencana lainnya 3
membantu palaksanaan pembinaan kegiatan Fembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Tarina, Pramuka dan
Organisasi Kemasyarakatan lainnya
membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sodagoh ;

membantu pelaksanaan pemungutan Dana palang Merah Indonesia

PMI -
;engampulkan bahan dan meny usun laporan di bidang

kesejahteraan rakyat.

Pasal 26

Tugas Urusan Umum sama dengan tugas Ueusan Umum pada
pola Minimal sebagaimana tersebut

dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Paragral <o
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Paragraf 2
Lingkisniga n
Pasal 27
Kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan sama dengan
Kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan pada Organisasi Pemerintah

Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada pasal 13, 14, 1%
Peraturan Dasrah ini.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 28
Ketentuan kKelompok Jabatan Fungsional sama dengan ketentuan
kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Kelurahan

Pola Minimal sebagaimana tersebut pada pasal 17 dan 18 Peraturan
Daerah ini. :

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 29
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan, Sekretaris
Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan melaksanakan
koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Kelurahan.
Pasal 30
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan

Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat
{ WASKAT ).

Pasal 31
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
FPemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan

petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
Pasal 32
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannyva masing-
masing serta menvampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB V
L E-No=< L AT N

Pasal 33
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Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan Pola
Minimal dan Pola Maksimal diatur dalam Peraturan Daerah ini dan
berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang.

Pasal 34

(1) Jika dalam Kelurahan tidak dibentuk Lingkungan karena
pertimbangan tertentu, maka susunan organisasi Pemerintah
Kelurahan terdiri dari :

a. Kepala Kelurahan g
b. Sekretariat Kelurahan ;
c. Kelompok Jabatan Fungsional .

{2) Rumusan tugas dan fungsi satuan organisasi Pemerintah
Keluruhan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

Pasal 35

Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal dan
Pola Maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini merupakan bagian vang tak terpisahkan dengan Perda ini

BAB VI
PENUTUP
Pasal 36

Pada saat berlakunva Peraturan Dasrah ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Pekalongan Nomo 17 tahun 1982 tentang Susunan
Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan dan ketentuan-—
ketentuan lain yang bertentangan denagn Peraturan Dasrah ini
dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IT
Pekalongan sepanjang mengenal pelaksanaannva.

Pasal 38

Peraturan Daerah ind" mulai berlaku sajak tanagal
diundangkan.
fAgar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Paeraturan Daerah ini dengan psnempatannva dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABURPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN
PEKALONGAN
Keet 0 'a,

KAIRUL AINI HS.

DIDIN HAMID.
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Organisasi adalah alat upiculk mEnghimpun secara  beidayaguna dain
berhasilguna teihadap seiurul, kegiatan dalam mencapai  tujuan,
maka susunan organicasi  perlu  dizesuaikan dengan kegiatan-
kegiatan yang nyata dilakzanakan oleh Pemerintah Kelurahain. Oleh
karena ity prinsip-prinsip umumn Groanisssd perlu ditebapkan  dan
senantiasa menjiwai strukbur organisasi Pemerintah delurabian pada
peratur-an Daerah ini yaitn

-

Terjaminaya Fesatbnan unit aiafl .

-

2. fddanyva polimpahian wWes g mentrut jenjang yang Leratin”.
3. Pembagian bugas yang meirata,

4, Tentang kendali sesual denagan Kemampuan pﬁngendalian"

POKOK--POKOK MATERS .

G. Meraburan Daerah ini mengatur  satu materi cokok waillu
Pomerintah Kaelurahan.

b. Mengenal kKedudukan, Lugas
dengan  yang  Lorcanium clal
tHomor 11% tahun 1991,

pokok dan fungsi  Kelurahan A
am ¥eputusan tenteri Dalam RISTS I

PENJELASAN PASAL DEMI PauAl.

Pasal 1 sfd 35 s Culups
P4aual 36 s/d 38 s Cukug

SRR R



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEKALONGAN
J1, Musantara No, 1 Pekalongan

Nomor :188 .3/ 83 .

Lamp
Hal

t 4 (cmpat) Raperda
t Pengiriman Raperda
Kab,Dati II Pekalongan

L
gl

Pekalongan; 2 ) / Lo 1993
Kepada Yth. '
Sdr, Kotua D¥Ful
Kab,Dati IT Fckalongan
ai

Pekalongan.

O

Bergama ini kami sampaikan dengen hormat, ransangan-rancangan -
Poraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat II Pekalongan sebanyek 4 (empat)
buah Peraturan Daerah sebagai berikut 3
1., Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pekalongan tentang Keber-

sihan, Keindahan dan Ketertiban Umuam

2, Rancangan Peraturan Daersh Kabupaten Dati II Pckalongan tentang Peruseha.
gn Daareh - Air Minum Kabupaten Dati II Pckalongan 3

3, Rencangan Feraturan Dacrah Kabupaten Dati II Pckalongan tentang Susunan
Organisasi dan Tata Xerja Pemerintah Kelurahan Pola lMinimal dan Pola =
Maksimal 3

4. .Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pckalongan tentang Perubah
an Pertama Perda Kab.,Dati II Fckalongan No.7 Taiun 1992 tentang Susunan
Orgenisasi dan Tata Kerja Selretariat wilayah/Daerah den Sckretariat -
DPFRD Kabupaten Dati II FPekalongan .

Penyusunan Perda~perda baru dan perubahan tersebut diatas adalah
gunz memberikan landasan tmkin bagl kopentingan administrasi kouangan dae-
rah dalem rangks penggalian pendapatan daerah baru dari scktor pengelolaan
air bersih maupun kebersihan umum serta dalam rangka penyesuaian dengan =
Permendagri No,115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja -
Pemerintah Kelurahan.

Demikian untuk menjadikan meklum dan mendapat persetujuan.

TEMBUSLAN Kepada Yth 3

1.
2,

Sekrotaris DPRD Kab,Dati II Pekalongan

Ko, Ttwil Kab.Dati IT Pekl
RKetus Bappeda Kab.Dati II Pokl
Ka.Dipenda Kab.Dati II Pekl

Ka.Dikesda KabDati II Pekl
Ka,DPU Kab,Dati II Pekalongan

bag Pemerinta.ha.\} Uumn Kab,Pekalongan
Dir: PPAMD Kabupaten Dati IT Pekalongen.

R
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RANCANGANM

PERATURAN DAERAH
K¢ BUPATEN DAERGH TINGKAT II PEKALONGAN
NOMOR - TAHUN

T EN-T A #-6
SUSUNAM ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTIAH KEIURAHAN POLA MINIMAL DAN POLA MAKSIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPRY TI KEPALA DAERAH TINGKAT II FPEKALONGAN

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya peningkatan Kkelancaran
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada
mﬁayarak@t sebagal pelaksanaan Undang-undang Nomor 5
Tanun 1979 tentang Pemerintahan Desa sarta
pelaksanaan Keputuszan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
Pemerintah Kelurahan, maka dipandang perlu untuk
menetapkan Faraturan Daerah tentang Susunan
Organisasi dan Tatakarjia Pemerintah Kelurahan, Pola
Mihimal dan Pola Maksimal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintanan «i Daerah ;

2.0 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah dan tentang Pembentukan Dasrab Tingket - II
Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13
Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah~dasrah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat
11 Pskalongan dan Kabupaten baerah TFTingkat 11

Batang ;

Undang-undang Momar %  Tahun 127y tentang
Paenarintahan Desa j

04

4.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan

dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri ;

5 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor & Tahun 1984
tentanyg Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan
pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat

Kelurahan ;

&, Keputusan . .-.«



6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 115 Tahun
1991  tentang Pedoman Organisaszi dan Tatakerijia
Pemerintah Kelurahan.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 1 Pekalongan.
MEMUTUS KAH

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  KABUPATEN DAERAH  TINGKAT 1T
PERKALONGAN TENTANG SUSUNAN ORGAMNISASI DAN TATAKERIA
PEMERINTAH KELURAHAN POLA MIMIMAL DAN POLA MAKSIMAL
BAaB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -

8. Pemrintah Daerah 1alah Pemerintah Kabupaten Dasrah
Tingkat 1I Pekalongan ;

b. Bupati Kepala Daerah o lalah Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Pekalongan ;

C. Kelurahan ¢ ialah Suatu Wilayah yang ditemnpati
oleh sejumlah pendudulk vang
mempunyal  organiczasi Pemearintahan

terendah  langsung dibawah Camat:,
sang  tidak berhak menvelenggarakan
rumah tangaganya sendiri ;

d. Lingkungan : ialash bagian wilayah dalam Kelurahan
Vang merupakan lingkungan kerija
Felaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

BAB 1T
KEDUDUKAM, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Kelurahan me-upakan éaparat Pemerintah yang berada dibawah
Camat dan baertanggung Jawab kepada Bupati Kepala Daerah
Tingkat II me‘alui Camat :

(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

Pasal 3

tugas mealakukan penyelengoaraan
kemasyarakatan cdalam rangka
pemerintahan

Kelurahan mensunyai
pemerintahan, pembangunan dan
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan

daerah di wilavahrva.




Pasal 4

Untuk menvelencgarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kelurahan
mempunyai funasi @

a. Melakukan koordinasi terbadap jalannva pemerintahan Kelurahan,
pelaksanaan pambangunan dan pemblnaan Kemasvarakatan ;

b. melakukan tugas Jdi: bidang pamnbangunan can penbinaan
kemasyvarakatan vang menjadi tanggung jawabnva ;

¢. melakukan saha dalam rangka peningkatan partisipasi dan
swadava gotony royong masvarakat i

d. melakukan Kkegiatan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan
ketertiban wilayvah ;

2. melakukan Fuangsi~fungsi lain Yang dilimpahkan kepada
Pemerintah Kelurahan.

BAB III
ORGANTISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Pemerintah Keluraharn disusun berdasarkan Pola
Minimal dan Pola Maksimal.

(2) 'Pola Organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan

‘bardasarkan beban kKerja Kelurahan vang bearsangkutan.

Bagian Pertama
Sus inan Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Minimal
Pasal 6

{1) susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal terdiri

' 1

a. Kepala Ke'urahan ; ! ]
b. Sekretariat Kelurahan, terdiri daril 3 (tiga) Urusan 3

c¢. Lingkungan sebanyak-banyaknya 2 {dua) Lingkungan ;
d. Kelompok .Jabatan Fungsional.

(2) Bagan $Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola ﬂ%n%mal
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1
sekretariat Kelurahan
Pasal 7

(1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang beracda dibawah
Kepala Kelurahan.

(2 Sekretariat .....



{2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh scorang Sekretaris
Kelurahan.

Pasal 8

Sakretarist Kelurahan msmpunyal tugas membantu Kepala
Kelurahan di bidang Pembinaan Administrasi dan mamberikan
pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kelurahan.

Pasal @9

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 8, Sekretariat
Kelurahan mempurvai fungsi ;

melakukan Kkcordinasi terhadap kegiatan vang dilakukan oleh

Parangkat Kelurahan ;

b. melakukan pergumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program

serta petunjuk untuk kKeperluan pembinaan penyelenggaraan tugas

Limum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan

kesejahteraan rakyat ;

c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas

© umum  pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan
rakyat ;

. memberikan pelavananan kepada masyarakat di bidang
pemerintahan dan Kesejateraan j

e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga,

perlengkapan dan menyusun laporan zaerta memberikan pelayanan

teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah

Kelurahan.

o

Pasal 1G

¢ g

(1) Sekretariat <elurahan berdiri dapi »
a. Urusan Pemgirintahan
b. Urusan Pembangunan ;
c. Urusan Umum.

(2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 11
Urusan Pemerintahan mempunyail tugas :
a. mengumpulkan, mengolah cdén mengevaluasi data
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
b. mengumpulkan wahan dalam rangka pembinaan wilavah dan
masyarakat ; 2
o. melakukan pelayanan Kepada masyarakat di bidang pemarintahan,

ketentraman can keterbtiban i 3
d. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pPajak Bumi dan
Bangunan (PBE) 3
2. membantu pelszksanaan dan pengawasan Pemilihan Umumb(PEMILU) 5
f. membantu pelsksanaan hugas-—tugas di bidang Keagrariaan sesual
dengan peraturat parundang-undangan yand baerlaku ;
melakukan penbinaan Ketentraman dan kKetertiban masyarakat 3
h. membantu peryelenggarain kegiatan acdministrasi Pertahanan

Sipil 3

dibidang

-

i. membantiu ....-



i

5
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&

B
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b.
o
o

e.
fa
g

" mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara j

membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penvaluran bantuan
Kepada masyorakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat
bencana alam dan bencana lainnva

membantu dai. mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan
pembinaan Ker ukunan warga ;

mengumpul kan bahan cdan Mmery usn laporan i bidang
pemerintahan. kKetentraman dan ketertiban.

Pasal 12

Urusan Penbangunan mempunval hugas
mengumeul kar, mengoelah dan  mengevaluasi data  di bidang
perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat
melakukan Kewilatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha
ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka
meningkatkan kehidupan perekonomian masvarakat ;
melakukan sambinaan dalam bidang Keadamaai, kesehatan,
keluarga berencana dan pendidikan masvarakat ;
melakukan pelayanan kepada masyvarakat dibidang perekonoman.,
pamnbangunan din kKesejahteraan rakyat ;
melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadava dan
partisipasl inasyvarakat dalam meningkatkan perekonomian dan
pelaksanaan poambangunan i
membantu pembinaan kKoordinasi palaksanaan pembangunan serta
menjaga dan manlihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan
RKelurahan ;
melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di
Kelurahan ;
membantu, menbina dan menyiapkan bahan—bahan dalam rangka
‘musvawarah Lenbaga Ketahanan Masvarakat Desa g
membantu  mengumpulkan dan menyalurkan danafbantuan  terhadap
korban bencana alam dan bencana lainnva
membantu palaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan
Kesejahteraan Kelvarga (PEXK), Karang Taruan, Pramuka, dan
organisasi kenasvarahatan lainnwva ;
mamixina kKegiatan pengumpulan zakat, infag dan shadagah ;

membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia
EPMIY) 3 s
mengumpul Kan bahnan dan MEnyY Usun laporan di bidang

perekonomian, pembangunan dan keselahteraan rakyat.

Pasal 13

Urusan Umun memnpunyal btugas
melakukan administrasi kepegawaian
melakukan adm nistrasi keuangan s
melakukan urucan perlengkapan dan inventaris kelurahan
‘melakukan urus.an rumah tangga ;

melakukan urus.an kata usaha kelurahan .
mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

Paragraft 2

i g Kk &ang.an

Pasdl .....
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Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal terdiri
dari. o
4. Kepala Kalurahan j
b. Sekretar:at Kelurahan, terdiri dari 5 (lima) Urusan ;
¢. Lingkungen, sebanyak-banyaknya 5 (lima) lingkungan
d. Kelompok Jabatan Furngsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal
sebagaimara tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragrat 1
Sekretariat Kelurahan
Pasal 20

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan sama
dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan pada
Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut
pada Pasal 7, & dan 9 Reraturan Dasrah ini.

Pasal 21

(1) Sekretariat Yelurahan tersiri dari =
a. Urusan Penmerintahan ;
b. Urusan Kezsntraman dan Ketertiban 3
c. Urusan Pembangunan ;
d. Urusan Resejahteraan Rakvat ;
. Urusan Umum.

(2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 22
Urusan Pemarintahan mempunyail tugas =
&. Mengumpulkan, meEngolah cdan  mengevaluasi data cdibidang 4
Pemerintahan
b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan

masyvarakat ;

c. melakukan pelivanan a masyarakat g

d. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB

e. membantu pelalzanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) 3

f. membantu pelalbsanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesual

"dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku ; : ;

a. mengumoul kan bahan dan Me Ny USUn laporan di bidang

pemerintaban.

ad

<
©

Pasal 23

Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyail tugas-: ?
a. mengumpulkan, mengolah  dan  mengevaluasi data di bidang
ketaentraman din ketertiban ;

b. melakukan pent inaan ketentraman dan Ketertiban masyvarakat ;

¢. melakukan pelayvanan masyarakat i bidang ketentraman dan
ketertiban ; e -

d. membantu pemelenggaraan kegiatan adminlistrasl Partahanan
SipIlos

a,. membantid ..ecax



s

d .

e,

Lo bR

s

.

membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penvaluran bantuan
kepada masyorakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat
bencana alam dan bencana lainnyva :
membantu dan  mengusahakan kegiatan wyang berkaitan dengan
pembinaan ker ukunan wargsa

mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman
dan Ketertiben.

Pasal 24

Urusan Perbangunan mempunyal tugas
mengumpul kan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang
perekonomian dan pembangunan o
melakukan kKegiatan pembinaan terbhadap pcsrkoperasian, penqusaha
ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnva dalam rangka
meningkatkan kehidupan perekonomian masvarakat s
melakukan pelayanan kepada masvaeakat di bidang perekonomian
dan pembangunan
melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan
partisipasi mnasvarakat dalam meningkatkan perekonomian dan
pelaksanaan pambangunan j
membantu pemdinaan kKooirdinazi pelaksaraan pembangunan serta
menjaga dan memelihara prasarana  dan  sarana fisik cii
Tingkungan Kelurahan i
melakukan administrasi perekonomian dan pemnbangunan i
Kelurahan ;
membantu, mambina dan menviapkan bahan—bahan dalam rangka
musyawarah Lenbaga Ketahanan Masvarakalb Desza
mengumpulkan bahan dan menyusun laporan i bidang perekonomian
‘gan pembangunain. )

Pasal 25

Urusan Kesajahtsrazn Rakyat mempunyail tugas
melakukan pelayvanan kepada masyvarakat di bidang Kesejahteraan
rakyat ;
ma,lakukan poembinaan dalam  bidang keagamaan, kesehatan,
ke luarga berencana dan pendidikan masyvarakat j
membantu mengqumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan  terhadap
Sorban bencant alam dan bencana lainnya ;
membantu palaksanaan pembinaan kegiatan FPembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Tarina, Pramuka dan
Organisasi Kemasyarakatan lainnya ;
membina kKegiatan pengumpulan zakat, infag dan sodaqoh 3

e

membantu  peliksanaan pemungutan Dana Palang Marah Indonesia
LoPREE- )2 A :
merngumpul kan bahan dan ME Ny US U laporan i bidang

kesejahteraan rakyat.

Pasal 26

Tugas Uru—san Umuin  sama dengan  tugas Ueusan Umum  pada

Organisasi Pemer ntah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut
dalam pasal 13 Poraturan Daeran ini.

Paragraf 2

Lingkungan
Pasal «...«



Pasal 27
Kedudukan, Lugas dan Fungsi Lingkungan S Eina dangan
kedudukan,_tugas dan fungzi Lingkungan pada Organisasi Pemerintah
Kelurahan Pola tinimal sebagaimana tersebut pada pasal 13, 14, 15
Peraturan Daerah ini.
Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 2B
Ketentuan kelompok Jabatan Fungsional sama dengan kKetentuan
ke}ompnk Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Minimal sebigaimana tersebut pada pasal 17 dan 18 Peraturan
Dasrah ini.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya. Kepala Kelurahan, Sekretaris
Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan melaksanakan
koordinasi atas s:gala kKegiatan pemerintahan <di Kelurahan.

Pasal 30

Setiap pinpinan satuan organisasi dalam lingkungan
Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat
{ waskart ).

Pasal 31
Setiap pinpinan satuan organisasi dalam lingkungan
Pemerintah Kelurahan bartanggung Jawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahannva serta memberikan bimbingan dan
petunjuik-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 32
Setiap pinpinan satuan organisasi dalam lingkungan
Pemerintah Kelurahan bertanagung jawab kKepada atasannva masing-
masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunva.
BAB V
LA I N~=L&aiHhN
Pasal 33
Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan Pola

Minimal dan Pola Maksimal diatur dalam Peraturan Daerah ini dan
berlaku setelah mendapat pengesahan Pslabat vang berwenand.

Pasal %%



v

(1) Jika dalam
pertimbangan hs
Kelurahan terdin
., Kepala Kelur:
b. Sekretariat &
c. Kelompok Jabe.

(2) Rumusan tugas
Keluruhan seéebage
Menteri Dalam MNe

Kexlurahan

Pasal 34

Lingkungan karena
Pemarintah

dibentuk
organisasi

tidalk
rtentu, maka susunan
i-dart o :
han 3
elurahan ;

tan Fungsional.

Pemarintah
oleh

dan fungsi satuan organisasi
imana tersebut pada ayat (1) ditetapkan
geri.

Pasal 35
Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal dan
Pola Maksimal sebegaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini merupakar bagian vang tak terpisahkan dengan Perda ini

BAEB VI
P-E-NY T UP

Pasal 36
saat berlakunva Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
tentang Susunan

ketentuan~
Daerah ini

Pada

Kabupaten Pekalongan Nomo 17 tahun 1982
Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan dan
ketentuan lain wvang bertentangan denagn Peraturan
dinyatakan tidakK berlaku.

Daerah

Pasal 37
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Pekalongan sepanjang mengenal pelaksanaannya.
Pasal 38

Peraturan Dazrah ini modald perlaku sejak tanggal

diundangkan. ;
Agar setiap orang dasat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dasrah
Kabupaten Daerah Tingkat TI Pekalongan.

Pakalongan, -ssiswesws 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PEKALONGAN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEKALDONGAN
Ke tua,

KAIRUL AINI HS.

DIDIN HAMID.
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PENJELASAN

PERATURAHN DAERAH KABUPATEN DAENAH TINGKAT II PEXKALONGAN
NOCH: - TAHUN 1993

TEHTANG

SUSUNAN ORGAHISASI DAN TATAKERIA PEMERINTAH KELURAHASN
POLA MINTMAL UAaN POLA. MAKSIMAL

PENJELASAN UMUM

1. Landasan Hulum.

4. Berdasark:n Undnnﬁmhﬂdang tahun 1979 tentang
Pemerintat Desa sarta i aksanaan RKeputusan Menterd
Dalam Megeri  Momor tahun 1991 terntang Pedoman
Organisasi can Tatakei Pemerintah Kelurahan T DU

Instruksi Menteri Dalam Hegeri Nomor 21 tahun 1991 tentang
Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pzmerintah Kelurahan vang
dalam Diktum Kedua dari Instruksi tersebul menyvatakan bahwa
pambentukan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan
Pola Minimal dan PQla Maksimal ditetapkan dengan 3

~ Peraturan Dacrah Tingkat badgi welurahan vang berada di
Wilayah Kabupaten/Hotamadyva Daerah Tingkat II Yang
berlaku setelah mendaj sahan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat 1.

- Emelon Jibatan pada Pemecinbtal Hrlur1hun ditetapkan :

urabhan Fzelon YV a dengan paersyvaratan

a. Kepal.a 2
kepa r,w atan

Pernulaan ‘enata  Muda, Golongan/

= Eand utanes g .‘n~~a‘ Penata Muda Tingkat I,
|U1fn|~i‘|‘!f1uu"th;{ (g0 £ oo :

e Tertingal Panata, Golongan/Ruang

Lingkungan dan RKepala

b. Sekreiaris
Urusan Eselon ¥V b dengan persyaratan kKepangikatan :

doe Permulaan : Fangkat Ferngatur Tingkat 1
Colongan/Ruang 11/b ;

2. btanjutan = Pangkat Penata Muda, Golongan/

Ruang I11/a :

e TEFETRODT B Pﬂwq%ﬁi Penata rMuda  Tingkat - I,

Golongan/Ruang II1I/ 5,

Bagi Kepala Kelurahan vang masih menjabat lebih rendah dari
pangkat  permulasn sebagaimana vang dipersyaratkan salambat-
lambatnya dalam waktu & bulan sejak ditetapkan Instruksi ini
harus ‘sudah JHadakan penggantian. Dan pangisian jabatan
Sekretaris Kelur: han memperhatikan jenjang pangkat senioritasnya
sesuni dattar urvt Heoangkatan harus lebih tingal daripada Kepala

Urusean.

2. POKOK PIKIRANM.




Komisi B,C,D dan E pada tanggal 23 sampai dengan 28 Agustus 1993
gerta dalam Komisi A pada tanggal 31 Agustus, b SR O 4
Yeptember 1993.

Dengan demilcian Raperda-raperda yang {elah selesai pembahasannya
akan menghasilkan Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang sesuai

dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan yang saya hormal i,

Pada kesempalan yang berbahagia ini dengan telah
ditetapkﬂnnya Alempat) Raperda menjadi Peraturan Daerah vang akan
@isahkan oleh Pejabat vang berwenang, saya memandang perlu untuk
t_’ﬁemberil:nn beherapa penjelasan.

v 1., Peraturan Paecrah  Kabupalen Dati II Pekalongan tentang
: Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah ini adalah merupalkan Peraturan paerah baru
sebagai pengganti Peraturan Daerah lama yang gudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, baik persyaratan
formil maupun materiil karena dengan semalkin meningkatnya
usnha pemeliharann kehersihan, keindahan, dan keltertiban
umum i Wilavnh Kabupabten Dati IT Pekalongan, dimana nanti
hasilnya diharapkan unltuk dapal dinikmati bersama oleh
gegenap lapisan masyarakat pada sant sekarang ini maka dalam
usaha meningkalkan pelayanan kepacda masyarakal dan
peningkatan pendapatan daerah guna menjaga keseimbangan
keuangan 'dﬂorah sudah selayaknya apabila Pemerintah Daerah
menghendaki adanva pm‘l','isipnsi dr}t‘j masyarakat den‘gml
mengacdakan pungulan Retribusi Kebersihan,

Adapun dalam pelaksanaannya nanti secara bertahap gesuni

dengan lkemampuan Janakauan. pelayanan {penyediaan bak sampah

dan armada penganglon! campnh)  dari pndn aparat kebersihan

yang akan diunji cobakan terlebhih  dabulu pada wilayah
perkotaan, untak itu - dihara pkan lkepada Anggota Dewan gelaku
wakil rakyal ikt lnr‘n_\’(?h.'\t"lh’l.‘:‘.kﬂn Perda ini kepadn

masyarakat luas .

Sesuai dengan himbauan dalam rapal Dewan perlunys dibentuk
9 Instansi yang menangani masalah kebersihan, maka kami telah

mengusulkan dibentuknyva Dinas Kebersihan dan PerlLamanan yAans

condang dimintalan p(‘rs:vl:.u,iuunn:\:n kepada Menteri Dalam

Neaderi.

a3 ‘L!
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Kerja

‘pengaturan sebagai Iandasan hakum  yand

Peraturan Daerah Kabupaten Dati 11 Pekalongan tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dasrah Tingkat II
Pekalongan. ‘

Dalam rangka upaya penindliaban derainl. kesehatan masyarakat
khususnya di Daerah Kabupaten Dali IT Pekalongan, maka
dengan telah diserahkannyva pengelolaan savana dan prasarana
air bersih di EKabupaten Dati IT Pekalongan dari Menteri
Pekerjaan Umum kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengah vang sekalidus dileruskan kepada Bupati Kepala Daerah
Tingkat 11 Pekalondan desndi dengan suratnya  tanggal 15
Pebruari 1990 nomor 539/ 12813 perlu dibentuk Perusahaan
Daerah Air Minum yvang ditetaplkan dengan Peraturan Daerah
sebagai landasan hukumnyn aegsuni dengan bunyi ayat (2) pasal
16 Peraturan Daerah Kabupabten Daerah Tingkat 11 Pekalongan
nomor 21 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat [l Pekalongan.

Dengan berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten

Daerah Tinglat 11 Pelinlongan diharapkan dapat menjadi
penunjang sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan

pengelolaan vang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi

perusahaan namun dalam penerapannya disamping mencari

keuntungan juga mempunyai fungsi sosial namuntidak membebani

Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah HKabupaten Dati T1 Pekalongan tentang

Susunan Organisasi dan Tata  Kerina Pemerintahan Kolurnhnn

Pola Minimal dan Maksimal.
Nahwa dengan telah berlakunya Kepulusan Menteri Dalam Negeri

nomor 115 Tahun 1991 Leantang Pedoman Organisasi dan Tala

Pemerintahan Kelurahan maka dalam upaya meningkal kan

tertib adminislbrasi ke lembagaan i cdaerah dan guna
meningkatkan gairah  kerin

‘rangka usaha peualaan poransgkalt Felurahan dan  pembinoaan,

penyempurnann, sci In peningkalan apa ratur Pemerintah Daerah

vang perlu dilakukan secara lLerus menerus agar mampu men jadi

aparal vang efegien, eofekbil dan herwibawa  perlu  adanya

lebih mantap untuk
pelaksanaan matpun penalaan earlonisasi sesuni dendgan

ketenbuan vang herlaku. Hal ini dikandung maksud juga dalam

aparal - Pemerinbtah Dacsrah dalam

£y



4 (empat) buah

rangka upaya peningliatan kelancaran penyelenggaraan
Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan peninglkatan mutu
pelayanan kepada masyarakat sebagai pelaksanaan Undang-

undang nomor & Tahun 1979 Lentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Dearah Kahupaten Daerah Tingkat IT Pekalongan
tentang Perubahan Perbtama Peraturan NDaerah Kabupaten Dati TI
Pekalongan nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretalrial Wilayah/ Daerah dan Sekrelariat
DPRD Kabupaten Daerah Tingkal IT Pekalongan.

Dalam upaya peninghatan pembinaan RSPD Kabupakten Dali TIL
Pekalongan serla perlunya penanganan secara khusus masalah
informasi dan pemberitaan ynang sangal penling guna penyiaran
hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Dati Il Pekalongan,
dipandang perlu adanya penambahan  Sub  Bagian  RSPD pada
Bagian Humas Sekrelarial Kabupaten Dati IT Pekalongan.

Hal ini sesuai dengan Radiodram Menleri Dalam Negeri tanggal
16 April 1993 nomor 06t/ 976/ S.1 dan Surat Gubernur KDH
Tingkat 1 Jaua Tenaah tangz2al 13 Mei 1993 nomer 061/ 16666
vane merupakan  Lindalk Ianinl. dari  pelaksanaan Peraluran
Menleri Dalam MNogeori  nomol 29 Tahun 1992 tentang Pedoman
Organisasi dan Tala Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah dan
Sekretarial DPRD Kabupaten/ Kotamadva Dati 11, Diharapkan
dengan adanya Sub Bagian RSPD ini penyiaran hasil-hasil
pembangunan Daecrah dapnl meninglat bailt volume maupun mulu
siaran ULermasuk iklan' sesuai . hode elik penyiaran serta
khususnya di

jangkauannya sampai ke sedenap penjurun wilayah,

Daerah Kabupalen Dali 1] Pekalongan. .

Rapat Dewan yang saya hormal. i,

Demikian penjelasan ginskal dari aaya dalam rangka penetbapan

Rancangan Peraburan Dacrah  menjadi Peraturan

l)n?! rah.

Talk

maupun pendapal yang

Raperda maupun dalam pelaksanaan

lupa saya sampa ikan Lerima lkasih alkas sega 1a saran, himbauan
borsifal, konstruktif baik dalam penyampa ian

ugas—lugas pemeri ntahan dan

pembangunan .

ey

i
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Sekali lagi sava sampaikan Ler ima kasih dan penghargaan vang
getingi~-tingginya kepada Dewan vang Lel ah melaksanakan kerja sama
vang baik sehingga Lereipha hubungan kerja vang harmonis,
koordinatif serta pennh Lo leransi.

gemoga himbauan-himbanan vang telah disampaikan baik dalam

rapat—rapat resmi manpnn dalam dialog, dapat dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang tel ah kita sepakati bersama dan mudah-
mucdahan dalam waktn vans tidak terlalu lama A1 {empal.) Peraturan
Daerah terschut mamperolah penss aahan cdan dapat diundangkan dalam
Lemharan Daerah Kabupsten Naerah Tinglkat 17T Peka lTongan sehingdga
merupakan landasan ki lan mernpakan pecdoman pe | akksanaan tugas

sarlba memenuhi hkebentbuan ciridis vang berlaku,

Demikian sambuban sava pada rapal Paripurna hari ini, semoda
Tuhan Yang Maha Esa me L impahkan Tanfia dan Hidavah-Nva sehingga
kita dapat men.ia lankan tugas—-tugas yand diamanat kan rakval lLepada

kila dengan sehaik-hailmva,

Sekian dan Lerima las=ih,
Wasealamu'alaikam Wi . Wh,
Pekalonzan, 9 September 1993
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